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Skripsi ini berjudul “Analisis hukum Islam terhadap praktik akad 
mud}a>rabah pada simpanan sukarela berjangka (si suka) di Koperasi Simpan 
Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir”. 
Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan tentang bagaimana praktik akad 
pada simpanan sukarela berjangka (si suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan 
Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir dan bagaimana 
analisis hukum Islam pada simpanan sukarela berjangka (si suka) di Koperasi 
Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang 
Cukir. 
Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan, dengan metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam hal ini adalah wawancara dan 
observasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya 
data berhasil dikumpulkan dianalisis dengan teknis deskriptif analisis dengan 
menggunakan teori yang berkaitan dengan akad mud}a>rabah dan selanjutnya 
ditarik sebuah kesimpulan. 
Hasil penelitian menyimpulkan terhadap praktik akad mud}a>rabah pada 
simpanan sukarela berjangka (si suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan 
Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir menggunakan 
akad mud{a<rabah dengan bagi hasil diserahkan di awal setelah akad dilakukan. 
Menurut analisis Hukum Islam akad yangdigunakan oleh Koperasi Simpan 
Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir 
adalah batal karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad, karena dalam 
praktiknya Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat 
Sejahtera Cabang Cukir memberikan bagihasil berdasarkan persentase terhadap 
modal bukan persentase keuntungan. 
Sehubung dengan kesimpulan diatas, pihak Koperasi Simpan Pinjam Dan 
Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir diharap lebih 
melakukan pembelajaran dalam memahamikonsep mud{a<rabah secara umum agar 
sejalan dengan teori mud{a<rabah yang benar menurutsyariah dan ada baiknya 
melakukan penyempurnaan prosedur bagi hasil yang sudahditerapkan selama ini 
yaitu perhitungan bagi hasil yang lebih jelas dan tidak adanyapenentuan batas 
nominal saat awal akad. 
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A. Latar Belakang 
Islam merupakan agama yang diperuntukkan bagi umat manusia seluruhnya 
yang berada di muka bumi. Ajaran agama Islam tidak hanya diperuntukan bagi 
umat Islam saja akan tetapi juga untuk semua umat manusia, baik beragama 
Islam maupun agama lainnya. Islam adalah rahmatan lil a>lamin, rahmat bagi 
alam semesta. Islam juga mengajarkan kepada umat manusia untuk melestarikan 
alam beserta isinya, dan dilarang menimbulkan kerusakan dibumi. 
Manusia adalah khilafah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi 
dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar 
dipergunakan sebaik – baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai 
tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk 




Islam merupakan agama yang universal karena permasalahan yang dibahas 
menyeluruh pada kehidupan baik tentang ibadah, syariah, maupun akhlak. 
Pembahasan dalam Islam meliput semua aspek dalam kehidupan manusia. 
Namun manusia itulah yang kurang memperhatikan dan kurang medalami dari isi 
al-Qur’an dan as-Sunnah, sehingga, beranggapan bahwa Islam hanya terikat 
dengan nasabah ritual saja. Syariah Islam merangkum semua aspek kehidupan, 
baik ibadah maupun Mua>malah.2 
                                                          
1
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Pers, 
2001), 1. 
2
Drs. Ismail, Perbankan syariah, (Jakarta: Kencana, 2017), 3. 
 



































Pada dasarnya pada prinsip syariah, Islam mengatur hubungan antara 
manusia dengan manusia yang disebut dengan mua>malah. Mua>malah sendiri 
memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai 
pedoman hidup agar mereka dapat menjalani kehidupan dimuka bumi ini dengan 
baik dan sesuai dengan syara’ yang di ridhoi oleh Allah Swt. Hal ini telah 
dijelaskan dalam kaidah fiqih: 
ََبَحة  إالَّ َأْن َيد لَّ َدل ْيٌل َعَلى ََتْر ْيْ هَ   اأَلْصل  ِف  اْلم َعاَمَلة  اإل 
 “Hukum asal dalam semua bentuk mua>malah adalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yan mengharamkannya”.
3 
Perkembangan perbankan yang didasari kepada konsep dan prinsip 
ekonomi Islam merupakan suatu pembaruan dalam perbankan. Perbankan syariah 
atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan 
berdasarkan syariat Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan 
dalam agam Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang 
disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha – usaha yang 




Dalam kebutuhan ekonomi, terkadang seseorang yang sudah mempunyai 
dana tetapi belum bisa memanfaatkan dana tersebut semaksimal mungkin, 
ataupun sebaliknya seseorang yang mempunyai kemampuan lebih dalam bekerja 
tetapi belum bisa mendapatkan dana. Oleh karena itu hadirnya lembaga keuangan 
                                                          
3
H.A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006), 130. 
4
Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 15. 
 



































syariah dan kegiatan ekonomi Islam lainnya memang sangat membantu 
masyarakat. 
Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang 
menjalankan kegiatannya menggunakan akad – akad yang sesuai dengan prinsip 
syariah. Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank yaitu Bank Syariah dan non 
bank yang meliputi Koperasi, KJKS, Pegadaian Syariah dan Baitul Ma>l wat 
Ta>mwil (BMT). 
Baitul Ma>l wat Ta>mwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang 
dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan balai usaha 
mandiri terpadu yang dengan kegiatan mengembangkan usaha – usaha produktif 
dan investaris dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil 
kebawah, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang 
pembiayaan kegiatan ekonominya. 
Sesuai namanya Baitul Ma>l wat Ta>mwil (BMT) terdiri atas dua fungsi 
utama, yaitu baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan 
sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan 
amanahnya. Sedangkan baitul tamwil (rumah pengembang harta), melakukan 
pengembangan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 
kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong 
kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Secara 
 







































Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat 
Sejahtera adalah suatu sistem lembaga keuangan yang sehat dan terpercaya 
melalui sistem lembaga syariah yang berdasarkan pada Al – Qur’an dan Hadis. 
Sebagian masyarakat yang menginginkan hartanya tidak tercampuri oleh riba, 
BMT hadir sebagai alternatif dalam lembaga keuangan syariah yang tidak 
terdapat sistem bunga melainkan sistem bagi hasil.  
Dalam Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina 
Ummat Sejahtera, salah satu progam unggulan yang berbasis produk simpanan 
yaitu simpanan sukarela berjangka (si suka) adalah simpanan berjangka dengan 
sistem setoran yang dapat dilakukan setiap saat dan pengambilannya disesuaikan 
dengan waktu dan nisbah yang telah disepakati. Dimana nasabah menyetorkan 
sejumlah dana dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan di awal, 
dengan jumlah yang tetap. Jenis simpanan sukarela berjangka (si suka) dapat 
digolongkan si suka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun. Uang yang 
dikumpulkan nasabah tidak dapat diambil sewaktu – waktu, baru akan bisa 
diambil pada akhir periode atau saat jatuh tempo simpanan.  
Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat 
Sejahtera, jika nasabah mempunyai dana sebesar Rp 30.000.000,- maka nasabah 
akan mendapatkan Hp, dan jika nasabah mempunyai dana sebesar 
Rp175.000.000,- maka nasabah akan mendapatkan sebuah laptop, dan 
                                                          
5
Muhammad Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 
2012), 317. 
 



































seterusnya. Produk tabungan berjangka pada Koperasi Simpan Pinjam Dan 
Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera, nasabah bisa mengambil 
hadiah langsung pada saat awal ketika akad berlangsung. 
Dalam hal ini, penulis akan membahas mengenai pemberian hadiah 
langsung dalam simpanan sukarela berjangka (si suka). Dengan adanya 
permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 
“Analisis hukum Islam terhadap praktik akad mud}a>rabahpadasimpanan sukarela 
berjangka (si suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT 
Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir”. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Melalui latar belakang diatas yang telah penulis paparkan tersebut di atas, 
terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat penulis 
identifikasi: 
1. Gambaran umum Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT 
Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir. 
2. Produk Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat 
Sejahtera Cabang Cukir. 
3. Akad mud}a>rabah di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT 
Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir. 
4. Jangka waktu simpanan sukarela berjangka (si suka) di Koperasi Simpan 
Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir. 
 



































5. Presentasi bagi hasil simpanan sukarela berjangka (si suka) di Koperasi 
Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera 
Cabang Cukir. 
6. Pendapat ulama fiqih tentang simpanan sukarela berjangka (si suka) dalam 
hukum Islam. 
Adapun batasan masalah yang akan dikaji adalah: 
1. Praktik akad mud}a>rabah pada simpanan sukarela berjangka (si suka) di 
Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat 
Sejahtera Cabang Cukir. 
2. Analisis hukum Islam pada simpanan sukarela berjangka (si suka) di Koperasi 
Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera 
Cabang Cukir. 
 
C. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik akad pada simpanan sukarela berjangka (si suka) di 
Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat 
Sejahtera Cabang Cukir? 
2. Bagaimana analisis hukum Islam pada simpanan sukarela berjangka (si suka) 
di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat 
Sejahtera Cabang Cukir? 
 
 



































D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah menjelaskan ringkasan tentang penelitian yang 
sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas 
bahwa penelitian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau 
duplikasi dari penelitian yang telah ada. 
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kholiq Darusalam tahun 
2015 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Keuntungan di 
awal pada tabungan Mud}a>rabah (MDA) Berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem 
Sepulu Kabupaten Bangkalan,” hasil penelitihan tersebut menjelaskan bahwa 
Aplikasi Tabungan mudha>rabah (MDA) berjangka yang dijalankan oleh BMT-
UGT Sidogiri Capem Sepulu masih belum sesuai dengan konsep mudharabah 
secara umum. Diantaranya tabungan tersebut menerapkan akad mudharabah 
mushtarakah, namun dalam praktiknya pihak BMT menggunakan akad wadia>h.6 
Kedua, penelitihan Oleh Erika Nurhidayanti tahun 2018, dengan judul 
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan Mud}a>rabah (MDA) Berjangka di 
Koperasi Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang”. Hasil penelitian 
tersebut menjelaskan bahwa aplikasi tabungan mud}a>rabah (MDA) Berjangka di 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang 
Sepanjangmenggunakan akad Muda>rabah Muthlaqah dengan bagi hasil voucher 
belanja berupa uang yang diserahkan diawal setelah akad dilakukan.
7
 
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Titis Nur Hidayati tahun 2018, 
dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Bonus Tabungan Berjangka di 
                                                          
6
 Abdul Khaliq Darusalam, Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Keuntungan di awal pada 
tabungan Mud}a>rabah (MDA) Berjangka di BMT- UGT Sidogiri Capem Sepulu Kabupaten 
Bangkalan, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 8. 
7
 Erika Nur Hidayati, Tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan Mud}a>rabah (MDA) Berjangka 
di Koperasi Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 
Surabaya, 2018), 8. 
 



































BMT Maslahah Surabaya.” Penelitian tersebut menjelaskan  bahwa produk 
tabungan berjangka di BMT Maslahah menggunakan akad wadia>h dan pihak 
nasabah akan mendapatkan bonus dari uang yang dititipkan diawal setelah akad 
berlangsung. Meskipun menggunakan akad wadia>h, namun dalam warkatnya 
tertera akad mud}a>rabah. Adapun mengenai kewenangan pengelolaan uang yang 
telah dititipkan, sepenuhnya diserahkan kepada pihak BMT Maslahah dan 




E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh 
penulis melalui penelitian yang dilakukannya. Adapun yang menjadi tujuan 
penulis adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan praktik akad mud}a>rabah 
pada simpanan sukarela berjangka (si suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan 
Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir. 
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis hukum Islam dalam praktik 
akad mud}a>rabah pada simpanan sukarela berjangka (si suka) di Koperasi 




                                                          
8
Titis Nur Hidayati, Analisis Hukum Islam terhadap Bonus Tabungan Berjangka di BMT 
Maslahah Surabaya, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 8. 
 



































F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dalam memuat tujuan penelitian diatas, penulis mempertegas bahwa 
masalah penelitian ini bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. 
1. Secara Teoritis (Aspek Keilmuan). 
Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan ilmu Islam, 
khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi di masyarakat mengenai 
tentang akad mud}a>rabah pada simpanan sukarela berjangka (si suka) dan bisa 
menjadi bahan kajian atau referensi bagi peneliti – peneliti selanjutnya. 
2. Secara Praktis (Aspek Terapan). 
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi 
perusahaan atau masyarakat yang melakukan akad mud}a>rabah pada simpanan 
sukarela berjangka (si suka), agar dapat melaksanakan sesuai dengan ajaran – 
ajaran hukum Islam. 
 
G. Defenisi Operasional 
Dalam membuat suatu penjelasan tentang pengertian yang bersifat 
operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan 
dalam menelusuri, mengukur dan menguji variabel tersenut melalui penelitian. 
Maka sebagai rangka mempermudah dalam menyampaikan batasan dari 
berbagai pengertian yang berkaitan dengan maksud penulisan skripsi ini, maka 
penulis memberikan penjelasan atau defenisi dari beberapa unsur istilah – istilah 
yang terdapat dalam penulisan tersebut. Maka maksud dari judul tersebut 
diantaranya yaitu: 
 



































1. Hukum Islam 
Segala sesuatu peraturan yang bersumber dari Al – Qur’an, Hadis, dan 
pendapat para Ulama yang membahas tentang akad mud}a>rabah pada simpanan 
sukarela berjangka (si suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah 
BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir. 
2. Mud}a>rabah 
Dalam Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina 
Ummat Sejahtera Cabang Cukir pada simpanan sukarela berjangka (si suka), 
bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (s}a>h}ib al-
ma>l) mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola modal (muda>rib) 
dengan suatu perjanjian diawal dengan pembagian nisbah yang dilakukan di 
awal. 
3. Simpanan sukarela berjangka (si suka) 
Yang di maksud dalam penelitian ini yaitu, simpanan anggota untuk 
merencanakan keperluan dana dalam jangka waktu tertentu. Setoran dapat 
dilakukan setiap saat dan pengambilannya di sesuaikan dengan tanggal yang 
telah disesuaikan dengan waktu dan nisbah yang telah disepakati. 
 
 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 
tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam kaitannya dengan penelitian ini metode 
penelitian yang dilakukan dengan cara berorientasi pada pengumpulan data 
 



































empiris yaitu penelitian lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah 
metode penelitian deskriptif kualitatif. 
Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang 
menggunakan cara pengumpulan data dan informasi. Penelitian kualitatif 
memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa tulisan 
atau perkataan dari pelaku yang di amati. 
Penelitian dalam konteks lapangan yang benar terjadi terhadap praktik 
akad mud}a>rabah di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina 
Ummat Sejahtera. Lokasi penelitian ini bertempat di Jln. Ngoro Jombang 
No.1500, Cukir, Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Objek penelitian ini 
yaitu akad mud}a>rabah pada simpanan sukarela berjangka (si suka) di Koperasi 
Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang 
Cukir. 
1. Data yang Dikumpulkan 
a. Profil Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina 
Ummat Sejahtera Cabang Cukir. 
b. Data yang berkaitan dengan akad mud}a>rabah pada simpanan sukarela 
berjangka (si suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah 
BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir. 
c. Data yang bersumber dari hukum Islam yang berkaitan dengan praktik 
akad mud}a>rabah pada simpanan sukarela berjangka (si suka). 
 
 



































2. Sumber Data 
Sumber data yang diperoleh oleh penulis yaitu dari dokumen, orang, 
pustaka, yang akan digali baik dari sumber data primer maupun dari sumber 
data sekunder. Dari penelitian tersebut penulis menggunakan sumber data 
sebagai berikut: 
a. Sumber Data Primer. 
Sumber data primer adalah sumber utama yang dipakai oleh penulis 
dalam penelitian.
9
 Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada 
karyawan dan pihak nasabah yang mengajukan simpanan sukarela 
berjangka (si suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah 
BMT Bina Ummat Sejahtera. 
b. Sumber Data Sekunder. 
Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberi penjelasan 
terhadap sumber data primer. Yang diperoleh secara tidak langsung guna 
memperkuat data primer yang berupa karya tulis ilmiah, internet, buku dan 
data yang berhubungan dengan judul skripsi. Diantara: 
1) Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah. 
2) Muhammad Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah. 
3) H. A. Djazuli, Kaidah – Kaidah Fikih. 
4) Restu Kartiko Widi, Asas Metedologi Penelitian. 
5) Sony Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia. 
6) Haddy Suprapto, Metodelogi Penelitian Untuk Karya Ilmiah. 
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Restu Kartiko Widi, Asas Metedologi Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236. 
 



































7) Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu. 
8) Sayyid Sabiq, Ringkasan Fiqih Sunnah. 
9) Data pendukung lainnya baik jurnal, artikel maupun skripsi yang 
berhubungan dengan hukum Islam dan mud}a>rabah. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam melakukan teknik pengumpulan data, penulis mengumpulkan 
data yang dibutuhkan dalam penelitian untuk menjawab dari sebuah rumusan 
masalah. 
a. Observasi (Pengamatan) 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara 
sistematis tentang objek yang diteliti dengan pengamatan dan pencatatan 
atau hal lain yang menjadi sumber data.
10
 Penulis melakukan pengamatan 
secara langsung di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT 
Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir. 
b. Interview (Wawancara) 
Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan 
komunikasi yang dilakukan dengan dua orang atau lebih, yaitu pewancara 
yang memberikan pertanyaan dan yang terwawancara akan menjawab dari 
pertanyaan tersebut.
11
 Proses wawancara dilakukan dengan karyawan 
koperasi dan nasabah. 
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Adi Riyanto, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), 70. 
11
J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Grasindo, 2010), 116. 
 




































Pengambilan data yang diambil dari sejumlah besar fakta dan data 
yang tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi. 
4. Teknik Pengolahan data 
Adapun untuk menganalisis data dalam penelitian ini dengan tahapan 
sebagai berikut: 
a. Organizing 
Pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa 
sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan hasil penelitian 
dengan baik. Suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, 
dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.
12
 
b. Editing  
Editing merupakan salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan 
data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan dalam pengeditan untuk 
mengoreksi kembali atas ketepatan untuk meneliti kembali data yang telah 
diperoleh. 
c. Analizing  
Menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk 
memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan untuk 
menjawab dari rumusan masalah. 
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Sony Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89. 
 



































5. Teknik Analisis Data 
Teknik yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data yaitu 
dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif 
kualitatif adalah menggambarkan atau mendeskripsikan data yang sudah 
dikumpulkan dari hasil penelitian diawali dengan teori yang bersifat umum. 
Dalam prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan subyek atau obyek 
penelitian yang ada pada saat sekarang berdasarkan fakta yang ada.
13
 
Hal ini penulis mendeskripsikan berdasarkan data yang diteliti 
tentang akad mud}a>rabah pada simpanan sukarela berjangka (si suka) di 
Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat 
Sejahtera Cabang Cukir.  
Pola pikir yang dipakai adalah induktif, yaitu berdasarkan data yang 
sudah ada dilapangan yang digunakan untuk mengemumakakan fakta atau 
kenyataan dari hasil penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Dan 
Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir yang 
bersifat khusus kemudian dianalisis menurut hukum Islam. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Dalam menyusun penelitian ini, adapun sistematikanya adalah sebagai 
berikut: 
                                                          
13
Haddy Suprapto, Metodelogi Penelitian Untuk Karya Ilmiah, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 
2017), 148. 
 



































Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, 
identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua adalah memuat tentang landasan teori akadmud}a>rabah, yang 
terdiri daridua sub bab. Yang pertama akad dalam hukum Islam yang meliputi 
pengertian akad, rukun akad, syarat akad. Yang kedua meliputi pengertian akad 
mud}a>rabah, dasar hukum mud}a>rabah, rukun mud{a>rabah, syarat mud{a>rabah,jenis – 
jenis mud}a>rabah, manfaatmud}a>rabah, ketentuan-ketentuan mud}a>rabah, 
berakhirnya mud}a>rabah, dan pembatalan mud}a>rabah. 
Bab ketiga adalah memuat tentang praktik akad mud}a>rabah pada simpanan 
sukarela berjangka (si suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah 
BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir. Bab ini terbagi menjadi empat sub 
bab, bab yang pertama yaitu berisi tentang gambaran umum Koperasi Simpan 
Pinjam Dan Pembiyaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera yang meliputi latar 
belakang, motto, visi dan misi,  struktur organisasi, budaya kerja, sasaran 
koperasi, prinsip kerja, perkembangan kelembagaan. Sub bab kedua berisi 
tentang progam unggulan koperasi yaitu produk layanan simpanan, produk 
pembiayaan. Yang ketiga tentang operasional koperasi yaitu tahapan pengajuan 
permohonan nasabah, persyaratan pengajuan permohonan nasabah, prosedur 
pengajuan permohonan. Dan sub bab empat pelaksanaan praktik akad mud}a>rabah 
pada simpanan sukarela berjangka (si suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan 
Pembiayaan Syariah Cabang Cukir. 
 



































Bab keempat terdiri dari dua sub bab. Yang pertama akad mud}a>rabah pada 
simpanan sukarela berjang (si suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan 
Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir. Yang kedua analisis hukum 
Islam terhadap akad mud}a>rabah pada simpanan sukarela berjang (si suka) di 
Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera 
Cabang Cukir. 
Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil 
penelitian.  
 



































AKAD MUD}A>RABAH DALAM HUKUM ISLAM 
 
 
A. Akad Dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Akad 
Menurut bahasa akadmempunyai beberapa arti, antara lain: 
a. Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dang mengikat salah 
satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya 
menjadi sebagai sepotong benda. 
b. Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan 
mengikatnya. 
c. Janji, sebagai mana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an dalam Q.S Ali 
Imran ayat 76.
1 
 (  ٧٦بـََلٰى َمْن َأْوَفَٰ ب َعْهد ه  َواتَـَّقٰى فَإ نَّ اَّللََّ ُي  بُّ اْلم تَّق نَي  )
 “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 
dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertakwa.” 
Q.S Al-Maidah ayat 1
2
 
َر ُم  ل  ي  ََيَأيَ  َلٰى َعَلْيك ْم َغيـْ لَّْت َلك م َبَ يَمة  اأْلَنـَْعام  إ الَّ َما يـ تـْ  أ ح 
ْلع ق ود ِۚ آَمن وا أَْوف وا َب 
 إ نَّ اَّللََّ َُيْك م  َما ي ر يد   )
ُّ ١الصَّْيد  َوأَنت ْم ح ر ٌمٌۗ  َها الَّذ ين ( 
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002),45 
2
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 97 
 



































“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad - akad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 
(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” 
Wahbah Zuhaili mengartikan lafal akad menurut bahasa sebagai 
berikut. “Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) 
antara ujung – ujung sesuatu, baik ikatan nyata atau pun maknawi, dari 
satu segi maupun dua segi”.
3
 
Sedangkan menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan 
akad adalah: 
a. Perikatan ijab qabul yang di benarkan syara’ yang menetapkan 
keridhaan kedua belah pihak. 
b. Berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan 
seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak. 
c. Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan 
adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum. 
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Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 80. 
4
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 44. 
 



































2. Rukun Akad 
Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang 
merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah : 
a. Al - ‘A>qid atau pihak – pihak yang berakad adalah orang (subyek akad), 
persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam 
melakukan perbuatan hukum. Maka dari itu, orang gila dan anak kecil 
yang belum mumayyid tidak sah melakukan transaksi kecuali membeli 
sesuatu yang murah atau yang kecil – kecil. 
b. Al - Ma’qu>d alaih yaitu benda – benda yang akan di akad kan (objek 
akad) seperti benda – benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad 
hibah atau pemberian, gadai, dan utang. Objek akad adalah amwal atau 
jasa yang di halalkan yang di butuhkan masing – masing pihak.
5
 
c. Maudhu> al - ’aqad yaitu tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan 
duakui oleh syara’ dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai 
bentuk yang dilakukan. Apabila tujuan suatu akad berbeda dengan 
tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak sah. Tujuan setiap akad, 
menurut ulama fiqh hanya diketahui melalui syara’ dan harus sejalan 
dengan kehendak syara’. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai 
tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak syara’, 
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Hisranuddin, Hukum Ekonomi Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Pres, 2008), 
8. 
6
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 105. 
 



































d. S{hi>ghat al – ‘aqad atau perbuatan yang menunjukan terjadinya akad 
berupa ijab dan kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari 
salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam 
mengadakan akad. Sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari 
pihak berakad yang di ucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab 
kabul ialah bertukarnya sesuatu terkadang tidak berhadapan. 
 
3. Syarat Akad7 
Syarat – syarat umum yang harus di penuhi dalam berbagai macam 
akad, adalah sebagai berikut: 
a. Masing – masing dari ijab dan kabul jelas menunjukan maksud dan 
kehendak dari dua orang yang melakukan akad.  
b. Ijab dan kabul ini harus bersesuaian di mana satu pihak yang melakukan 
ijab atas objek akad tertentu maka kabul juga harus melakukan objek 
kabul tertentu tersebut.  
c. Jika kabul tidak menunjakkan objek kabul tersebut maka sighat-nya 
menjadi batal. Dan bila terjadi perbedaan antara ijab dengan kabul, 
maka akadnya tidak sah. 
d. Objek akad harus ada pada waktu akad. Jika melakukan akad terhadap 
sesuatu yang tidak ada maka tidak sah.
8
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Neneng Nurhasanah, Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2017), 134. 
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Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 173. 
 



































e. Objek akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah 
dijadikan objek perjanjian, yaitu harta yang dimiliki serta halal 
dimanfaatkan. 
f. Objek akad yang tidak dapat diserahterimakan itu tidak boleh menjadi 
objek transaksi, walaupun barang tersebut dimiliki penjual.  
 
B. Mud}a>rabah Dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Mud}a>rabah 
Mud}a>rabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul atau 
berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses 
seseorang menggerakan kakinya dalam menjalankan usahanya. Mud}a>rabah 
disebut juga qira}dh. Mud}a>rabah merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan 
menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah qira}dh. 
Orang Irak menyebutnya dengan istilah mud}a>rabah, sebab setiap orang 
yang melakukan akad memiliki bagian dari laba, atau pengusaha harus 
mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut. 
Adapun istilah mud}a>rabah atau qira}dh dikemukakan oleh para ulama 
dengan penjelasan yang berbeda-beda, adapun penjelasannya sebagai berikut: 
a. Menurut mayoritas fuqaha, mud}a>rabah yaitu akad antara dua pihak yang 
saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak 
lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari 
keuntungannya, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat – syarat 
yang telah ditentukan. 
 



































b. Menurut Ulama Hanafiyah, akad mud}a>rabah yaitu akad perkongsingan 
dalam hal keuntungan, satu pihak sebagai pemilik harta (modal) dan pihak 
kedua pemilik jasa. 
c. Menurut Ulama Malikiyah, akad mud}a>rabah yaitu akad perwakilan, 
dimana pemiliki harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk 
dipergunakan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak). 
d. Menurut Ulama Syafi’iyah, akad mud}a>rabah yaitu akad yang menentukan 
seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan 
dan keduanya mendapat bagian dari keuntungan berdasarkan kesepakatan. 
e. Menurut Ulama Hanabilah, akad mud}a>rabah yaitu pemilik harta 
menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada yang berdagang 
bagian dari keuntungan yang diketahui. 
f. Menurut Sayyid Sabiq muda}a>rabah yaitu akad antara dua orang, salah 
satu pihak memberikan sejumlah uang kepada pihak lain untuk 
diperdagngkan dengan syarat keuntungan dibagi kepada kedua belah 
pihak tersebut menurut kesepakatan bersama.
9
 
g. Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 
mud}a>rabah yaitu kerja sama antara pemilik modal atau penanam modal 
dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian 
keuntungan berdasarkan nisbah.  
Berdasarkan uraian para ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
akad mud}a>rabah adalah akad kerja sama usaha di antara dua pihak dimana 
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Sayyid Sabiq, Sulaiman Al-Faifi Ringkasan Fiqih Sunnah, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 
637. 
 



































pihak pertama (s}a>h}ib al-ma>l) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan 
pihak lainnya menjadi pengelola. Secara mud}a>rabah , keuntungan usaha dibagi 
menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha tersebut 
mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal 
selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus 
bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 
Apabila terjadi kerugian dalam akad mud}a>rabah, pemilik modal 
menanggung kerugian tersebut, yang dimaksud adalah kerugian finansial. 
Pengelola modal (mud}a>rib) menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan 
waktu dan tenaga yang telah dikeluarakan, tetapi tidak mendatangkan 
keuntungan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan, bahwa modal yang 





2. Dasar Hukum Mud}a>rabah 
a. Al-Qur’an 
1) Surah Al-Nisa’ ayat 29 
ْلَباط ل  إ الَّ َأن َتك وَن ِت َارًَة َعن تـَرَاٍض  َنك م َب  ََيأَيُـَّها الَّذ يَن آَمن وا اَل ََتْك ل وا أَْمَواَلك م بـَيـْ
يًما  ) َ َكاَن ب ك ْم َرح   َواَل تـَْقتـ ل وا أَنف َسك ْمِۚ إ نَّ اَّللَّ
 (  ٢٩م  نك ْمِۚ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
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 Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah,  (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 93. 
 



































berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 




2) Surah Al – Baqarah ayat 283. 
َن بـَْعض ك م بـَْعًضا فـَْليـ َؤد   الَّذ ي َوإ    فَإ ْن أَم 
ٌۖ
ن ك نت ْم َعَلٰى َسَفٍر َوَلَْ ِتَ د وا َكات ًبا َفر َهاٌن مَّْقب وَضٌة
 َوَمن َيْكت ْمَها فَإ نَّه  آِث ٌ قـَْلب ه ٌۗ 
 َواَل َتْكت م وا الشََّهاَدَةِۚ
ٌۗ
َا تـَْعَمل وَن َواَّللَّ   اْؤُت  َن أََمانـََته  َوْليَـتَّق  اَّللََّ َربَّه   َم 
 (  ٢٨٣َعل يٌم  )
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan 
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) 
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;”.
12
 
3) Surah Al – Muzammil ayat 20. 
تَـغ وَن م ن َفْضل  اَّللَّ  ......  (٢٠)  ......... َوآَخر وَن َيْضر ب وَن ِف  اأْلَْرض  يـَبـْ
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 990. 
 



































Dari ayat – ayat tersebut umumnya menunjukkan adanya keabsahan 
bermuamalah dalam mempergunakan harta dengan cara mud{a>rabah. dalam Al 
–Qur’an tidak menyebutkan mud}a>rabah sebagai satu bentuk muamalah yang 
diperbolehkan dalam Islam. beberapa ayat tersebut menyiratkan tentang 
kebolehan akad ini. 
b. As-Sunnah 
1) Hadis yang diriwayatkan oleh Shuhib: 
َّ َصلَّ اَّللَّ   َي اَّللَّ  َعْنه  َأنَّ النَِّب   َعَلْيه  َوَسلََّم َقَل ا َثَ ٌث ف ْيه نَّ اْلبـَرَك ة  ا اَْلبَـْي   َعْن ص َهْيب  َرض 
لشَّع ْْي  ل ْلبَـْيت  الَل ْلبَـْي   .إ لَ ى َأَجٍل َواْلم َقا َرَضة  َوَخْلط  اْلبـ ر  َب   
Dari Shuhaib: bahwa Nabi bersabda: Ada tiga perkara yang di dalamnya 
terdapat keberkahan: 1. Jual beli tempo, 2. Muq{a>radah, 3. Mencampur 




2) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik 
ْبَن َعفَّاَن َأْعطَاه  َمااَل ق رَاًضا َعن  اْلَعَ ء  ْبن  َعْبد  الرَّْْحَن  َعْن أَب ْيه  َعْن َجد  ه  ا َأنَّ ع ْثَماَن 
نَـه َما.ل  ف ْيه  َعَلى َأنَّ الر  ْبَح يـَْعمَ  بـَيـْ  
“Dari ‘Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa ‘Utsman 
bin ‘Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang di kelolanya, 
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Ahamad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2010), 367. 
 









































Mud}a>rabah juga disyariatkan berdasarkan ijma’ sahabat, ulama juga 
tidak ada yang mengingkari mengenai diperbolehkan mud}a>rabah, dalam hal 
ini Ubnu Mundzir mengatakan: 
َضاَربَة  ف اجل ْمَلة  م  َوَاْْجََ  اَْهل  الع لْ 
َعَلى َجَواز  امل   
 “Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya mud}a>rabah”.16 
 
3. Rukun Mud}a>rabah 
Adapun rukun yang harus dipenuhi agarmud}a>rabahdapat dilaksanakan 
secara sah adalah sebagai berikut: 
a. Adanya pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik modal (s{a>h{ib al-ma>l) dan 
pengelola modal (mud{a>rib).Syarat pihak yang melakukan akad: 
1) Cakap menurut hukum. 
2) Ahli mewakilkan dan mewakili. 
3) Berakal dan baligh 
4) Muslim. 




 Saiful Jazil, Fiqih Muamalah, (Surabaya: UINSA Pers, 2014), 138. 
 



































b. Al-ma>l, yaitu harta pokok atau modal. Modal yaitu sejumlah uang atau aset 
yang diberikan oleh pemilik modal (s}a>h}ib al-ma>l) kepada pengelola modal 
(mud}a>rib) untuk tujuan suatu usaha. 
Syarat dari modal tersebut yaitu: 
1) Modal harus berbentuk uang. Dalam melakukan mud}a>rabah tidak boleh 
dengan modal yang berbentuk barang, dan harta yang bergerak ataupun 
harta yang tidak bergerak. Dalil jumhur ulama adalah apabila modal 
berbentuk barang maka ia mengandung unsur gharar (penipuan) karena 




2) Jumlah modal harus diketahui oleh kedua belah pihak, jika besarnya 
jumlah modal tidak diketahu oleh kedua belah pihak maka mud}a>rabah 
tersebut tidak sah karena tidak ada kejelasan terhadap modal. 
3) Mud}a>rabah tidak sah apabila modal tersebut berbentuk utang, karena 
modal harus berbentuk uang tunai. 
4) Modal di serahkan seluruhnya kepada pengelola modal atau pekerja.18 
c. Al-‘amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba. 
Adapun syarat al-‘amal yaitu: 
1) Pekerjaan harus berbentuk perdagangan. Maksudnya adalah pekerjaan 
yang mendatangkan keuntungan. 
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 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Adillatuluhu Jilid V Terjemah Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema 
Insani, 2011), 482. 
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Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 163. 
 



































2) Pihak pemilik modal tidak mempersulit pihak pengelola modal dalam 
melakukan perdagangannya. 
d. Keuntungan (ribh), yaitu jumlah yang akan didapat sebagai kelebihan dari 
modal. Mengenai keuntungan maka disyaratkan sebagai berikut: 
1) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk 
satu pihak. 
2) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentasedari jumlah 
modal yang telah di investasikan, melainkan keuntungannya setelah di 
potong besarnya modal. Disyaratkan juga bahwa proporsi atau 
presentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak 
termasuk modal. 
3) Keuntungan masing – masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah 
nominal, jika ditentukan dalam jumlah nominal maka pemodal telah 
mengambil untung tertentu dari sebuah usaha yang untung dan rugi nya 
belum jelas dan ini akan membawa kepada riba. 
4) Dalam pembagian nisbah ditentukan dengan presentase, misalnya 
50%:50%, 60%:40% dan seterusnya. Penetuan presentase tidak harus 
mengingat dengan bilangan tersebut. Jadi jika nisbah (bagi hasil) tidak 
ditentukan pada saat akad berlangsung, maka masing – masing pihak 
memahami dalam pembagian keuntungan yang akan di bagi secara sama, 
karena dalam aturan umum perhitungan adalah kesamaan.
19
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5) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, 
misalnya Rp 2.000.000, Rp 6.000.000 dan seterusnya. Karena 
keuntungan yang akan diperoleh belum diketahui hasil jumlahnya. 
e. Ija>b dan Qabu>l (Sh>ighah), penyertaan Ija>b dan Qabu>l harus dinyatakan oleh 
para pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan akad 
dengan meperhatikal hal – hal sebagai berikut: 
1) Penawaran dan penerimaan harus secara ekspliti menunjukan tujuan 
akad. 
2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak 
3) Akad dituangkan secara tertulis atau menggunakan cara – cara 
komunikasi modern. 
Menurut Sayyid Sabiq, rukun mud}a>rabah adalah Ija>b dan Qabu>lyang 
keluar dari orang yang memiliki keahlian atau memiliki kelayakan untuk 
mengadakan akad, namun tidak disyaratkan dengan kata – kata tertentu.
20
 
Menurut mayoritas ulama, rukun mud}a>rabah yaitu pelaku akad s}a>h}ib 
al-ma>l (pemilik modal), mud}a>rib (pengelola modal), ma’qu>d ‘alaih (modal, 
kerja dan laba), sh>ighah (ijab dan kabul).21 
 
4. Syarat Mud}a>rabah 
Syarat sah mud}a>rabah berhubungan dengan rukun mud}a>rabah itu 
sendiri, syarat sah nya mud}a>rabah adalah sebagai berikut: 
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Sayyid Sabiq, Sulaiman Al-Faifi Ringkasan Fiqih Sunnah, (Depok: Senja Media 
Utama, 2017), 637. 
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Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu jilid V Terj. Abudl Hayyie al-Kattani, 
(Jakarta: Gema Insani, 2011), 484. 
 



































a. Modal yang diserahkan itu berbentuk uang tunai.22 Apabila barang tersebut 
berbentuk emas atau perak batangan (tabar), atau barang dagangan lainnya 
maka mud}a>rabah tersebut batal. 
b. Bagi orang yang melakukan akad di syariatkan mampu melakukan tasaruf, 
maka dibatalkan akad anak – anak yang masih kecil, orang gila, dan orang 
– orang yang berada dibawah pengampuan. 
c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal 
yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut 
yang akan di bagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang 
telah disepakati. 
d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus 
jelas presentasenya. 
Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad mud}a>rabah 
yaitu: 
1) Keuntungan merupakan milik bersama, yaitu dengan rasio persepuluh 
atau bagian dari keuntungan. 
2) Sebagai tambahan diatas syarat pada poin satu di atas, di syaratkan juga 
bahwa presentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan tidak 
termasuk modal 
3) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan jumlah presentase dari 
modal yang diberikan oleh pemilik modal. Perhitungan berdasarkan 
keuntungan yang didapat. 
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Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 15. 
 





































Berkaitan dengan hal ini Ibnu Mundzir mengatakan : 
َا َأْْجََ  ك لُّ م ْن ََنَْفظ  َعْنه  م ْن أَْهل  اْلع ْلم  َعَلى إ ْبطَال  اْلك َراض  إ َذَشَرَط  َا َأوْك َل ُه  َأَحد ُه 
َم َمْعل ْوَمةً  ه  َدرَاه   ل نَـْفس 
 “Ahli ilmu (ulama) bersepakat bahwa apabila  salah satu pihak atau 
para pihak yang terlibat dalam mud}a>rabah mensyaratkan keuntungan 
dalam jumlah nominal tertentu, maka mud}a>rabah semacam ini batal”.23 
e. Melafadzkan ijab dari pemilik modal. 
f. Mud}a>rabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola 
harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang – 
barang tertentu, pada waktu – waktu tertentu, sementara diwaktu lain 
tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan 
akad mu}d>arabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mud}a>rabah ada 




Menurut Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat sah 
mud}a>rabah, yaitu : 
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Wahbah Zuhaili, Terjemahan Fiqh Islam Wa Adilatuhu> jilid 5 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani 
(Jakarta:Gema Insani, 2011), 488. 
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Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 140. 
 



































a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang berharga 
kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha. 
b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. 





5. Jenis – jenis Mud}a>rabah 
Berikut adalah jenis – jenis mud}a>rabah: 
a. Mud}a>rabah Mut}laqah 
Yang di maksud dengan transaksi mud}a>rabah mut}laqah  yaitu kerja sama 
antara s}ha>h}ib al-ma>l dan mud}arib yang cakupannya sangat luas dan 
tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. 
b. Mud}a>rabah Muqayyadah 
Mud}a>rabah muqayyadah adalah kebalikan dari mud}a>rabah mut}laqah. 
Mud}arib dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya 
pembatasan ini sering kali mencerminkan kecendurungan umum si 
s}ha>h}ib al-ma>l dalam memasuki dunia usaha.26 
c. Mud}a>rabah Musyarakah 
Mud}a>rabah Musyarakah adalah akad mud{a>rabah yang pengelolanya 
(mud{a>rib) turut menyertakan modalnya dalm kerja sama usahanya.27 
Dimana pengelola dana menyetorkanmodal dalam kerja investasi. 
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Diawal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mud}a>rabah dengan 
modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan 
pertimbangan tertentu dan kesepakata dengan pemilik dana. Pengelola 
dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. 
 
6. Manfaat Mud}a>rabah 
Adapun manfaat mud}a>rabah bagi pihak koperasi adalah sebagai berikut 
a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan 
usaha nasabah meningkat.  
b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah 
pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil 
usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread 
(pendapatan bunga negatif) 
c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau 
arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 
d. Bank akan lebih selektif dan hati – hati mencari usaha yang benar – 
benar hala, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret 
dan benar – benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 
e. Prinsip bagi hasil mud}a>rabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di 
mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah 
bunga tetap berapa pun keuntungan yang di hasilkan nasabah, sekalipun 
merugi dan terjadi krisis ekonomi.
28
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Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 157. 
 



































7. Ketentuan – ketentuan Mud}a>rabah.29 
a. Pada akad mud{a<rabah mut{laqah, pengelola modal (mud{a>rib) tidak 
diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan 
syara’. 
b. Pada akad mud{a<rabah muqayyadah, pengelola modal (mud{a>rib) dalam 
pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal diluar usaha yang 
telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.  
c. Bagi pengelola modal (mud{a>rib) tidak diperbolehkan mengambil atau 
berutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa 
seizin pemilik modal. 
d. Bagi pengelola modal (mud}a>rib) tidak diperbolehkan membeli komoditi 
atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah 
disediakan. 
e. Bagi pengelola modal (mud{a>rib) tidak diperbolehkan mengalihkan 
modal kepada orang lain dengan akad mud{a<rabah, atau dengan kata lain 
mengoper modal untuk akad mud{a<rabah.  
f. Bagi pengelola modal (mud{a>rib) tidak diperbolehkan mencampur modal 
dengan harta miliknya.  
g. Pengelola modal (mud{a>rib) hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana 
mestinya. 
Ketentuan mud{a<rabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 
tercantum dalam Pasal 194-210: 
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1) Status benda yang berada ditangan mud}a>rib yang diterima dari shahib 
al-mal, adalah moda.  
2) Mud}a>rib berkedudukan sebagai wakil shahib al-mal dalam 
menggunakan modal yang diterimanya. 
3) Keuntungan yang dihasilkan dari mud}a>rabah, menjadi milik bersama.  
Pasal 195: 
1) Mud}a>rib berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali 
untuk memperoleh untung. 
2) Mud}a>rib berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik 
dengan tunai maupun cicilan. 
3) Mud}a>rib berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan 
pengalihan utang. 
4) Mud}a>rib tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak 
biasa dilakukan oleh para pedagang. 
Pasal 196: 
Mud}a>rib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan/atau 
meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik 
modal. 
Pasal 197: 
1) Mud}a>rib berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak 
sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang apabila sudah 
disepakati dalam akad mud}a>rabah. 
 



































2) Mud}a>rib berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta 
kerjasama dengan sistem syariah.  
3) Mud}a>rib berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli 
barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 
Pasal 198: 
1) Mud}a>rib berhak atas keuntungan sebagian imbalan pekerjaannya 
yang disepakati dalam akad. 
2) Mud}a>rib tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang 
dilakukannya rugi. 
Pasal 199: 
1) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang 
disepakati dalam akad.  
2) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha 
yang dilakukan oleh mud}a>rib merugi. 
Pasal 200: 
1) Mud}a>rib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan 
harta kerja sama dalam melakukan mud}a>rabah, kecuali bila sudah 
menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha.  
Pasal 201: 
1) Mud}a>rib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan 
harta mud}a>rabah apabila mendapatkan izin dari pemilik modal dalam 
melakukan usaha-usaha tertentu.  
Pasal 202: 
 



































1) Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran atau 
shahib al mal dan mud}a>rib, dibagi secara proposional atau atas dasar 
kesepakatan semua pihak. 
Pasal 203: 
1) Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mud}a>rib dalam rangka 
melaksanakan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal dari shahib 
al mal. 
Pasal 204: 
1) Mud}a>rib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan – ketentuan 
yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad. 
Pasal 205: 
1) Mud}a>rib wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan/atau 
kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas 
yang diizinkan dan/atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan 
yang telah ditentukan dalam akad.  
Pasal 206:  
1) Akad mud{a>rabah selesai apabila waktu kerja sama yang disepakati 
dalam akad telah berakhir. 
Pasal 207: 
1) Pemilik modal dapat memperhatikan atatu memecat pihak yang 
melanggar kesepakatan dalam akad mud{a>rabah. 
2) Pemberhentian kerja sama oleh pemilik modal diberitahukan kepada 
mud}a>rib. 
 



































3) Mud}a>rib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada 
pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerja sama 
mud}a>rabah. 
4) Perselisihan antara pemilik modal dengan mudharibdapat 
diselesaikan dengan perdamaian/al-shulh dan/atau melalui 
pengadilan.  
Pasal 208: 
1) Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama 
mud}a>rabah yang terjadi bukan karena kelalaian mud}a>rib, dibebankan 
pada pemilik modal.  
Pasal 209: 
1) Akad mud}a>rabah berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal 
atau mud}a>rib meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan 
perbuatan hukum.  
Pasal 210: 
1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak 
lain berdasarkan bukti dari mud}a>rib yang telah meninggal dunia.  
2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya mud}a>rib, dibebankan 








































8. Berakhirnya Mud}a>rabah 
Akad mud{a>rabah dapat berakhir karena hal – hal sebagai berikut: 
a. Dalam dal mud{a>rabah dibatasi waktu, maka berakhirnya pada waktu 
yang telah ditentukan. 
b. Salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri. 
c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.30 
d. Usaha yang dilakukan mengalami kerugian yang mengakibatkan modal 
habis atau berkurang di tangan pengelola (mud{arib). Begitupun modal 
diserahkan kepada orang lain, maka menjadi batal. 
e. Akad mud}a>rabah batal apabila dari salah satu pihak (sahibul maal atau 
mud}a>rib) murtad. Kemudian meninggal dunia atau di hukum mati 
karena murtadnya. 
f. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mud{a>rabah. Apabila 
modal modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, 
maka pengelola mendapatkan sebagian keuntugannya sebagai upah. Jika 
terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. 
Jika ada kerugian,  kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik 
modal. 
g. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha 
dan melakukan sesuatu yang tidak termasuk dalam ketentuan akad 
mud{a>rabah. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung jawab jika 
terjadi kerugian. 
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9. Pembatalan Mud}a>rabah 
Akad mud}a>rabah batal karena beberapa hal, sebagai berikut: 
a. Tidak memenuhi salah satu syarat syah mud}a>rabah. Ketika akad 
mud}a>rabah tidak memenuhi salah satu syarat mud}a>rabah sementara 
pihak pelaku atau modal sudah menerima dan mendagangkan modal, 
dalam kondisi seperti ini pihak pelaku berhak mendapatkan upah 
normalnya dan keuntungan yang didapatkan menjadi milik pemodal. 
Dan jika ada kerugian maka menjadi tanggungan pihak pelaku atau 
pemodal. 
b. Pelaku atau pemodal melakukan tindakan lalai dalam menjaga modal 
mud}a>rabah, atau melakukan sesuatu yang menafikan tujuan akad 
mud}a>rabah itu sendiri. 
c. Pelaku atau pemodal meninggal dunia. 
d. Apabila pemilik saham murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam 
keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan 
oleh hakim atas pebelotannya, menurut Imam Abu Hanifah hal itu 
membatalkan mud}a>rabah sebab bergabung dengan musuh sama saja 
dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlihan dalam kepemilikan harta, 
dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan ahli warisnya. 
Menurut penulis, jika orang yang punya saham murtad tetap akad 
 



































perjanjiannya tidak batal, karena Nabi Muhammad saw. Sendiri pernah 
melakukan kerjasama dengan penduduk Khaibar yang berbeda agama.
31
 
                                                          
31
Abu Azam Al-Hadi, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 8. 
 



































PRAKTIK AKAD MUD}A>RABAH PADA SIMPANAN SUKA RELA 
BERJANGKA (SI SUKA) DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN 
SYARIAH BMT BINA UMMAT SEJAHTERA 
 
A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT 
Bina Ummat Sejatera 
1. Latar Belakang Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT 
Bina Ummat 
BMT BUS kependekan dari Baitu Maal Wat Tamwil Bina Ummat 
Sejahtera yang lahit pada tanggal 10 November 1996 atas prakarsa ICMI Orsat 
Rembang dengan modal awal Rp 2.000.000,-. Dibawah kepengurusan H. 
Abdullah Yazid. Pada awal berdirinya, BMT BUS hanya di kelola oleh tiga orang 
sarjana yang anehnya ketiganya bukan lulusadari ekonomi. Ketiga orang tersebut 
adalah Drs. Ahmad Zuhri dengan dasar pendidikan keguruan, Drs. Saifuddi 
dengan dasar pendidikan publistik, dan Dr. Rokhmad dengan dasar pendidikan 
ilmu syariah. Meskipun ketiga pengelola tersebut tidak mempunyai dasar ilmu 
ekonomi namun berkat kekuatan niat dan semangat berhasil menghantarkan 
BMT BUS menjadi lembaga yang sangat ini mampu bersaing di kancah 
perekonomian nasional. 
Pada masa awal operasional BMT BUS, pekerjaan yang dilakukan pertama 
kali adalah sigmentasi pasar. Sebagaimana ghirah BMT maka segmen pasar yang 
terjadi menjadi perhatian BMT BUS adalah para pedagang pasar tradisional yang 
berada pada kelompok grass root. Mengapa demikian karena pada kelompok 
itulah merupakan kelompok rentan praktek hutang rente. Dimana mereka 
 



































menggunakan pinjaman modal dari para pemilik orang dengan bunga yang relatif 
tinggi.
1
 Berbekal dengan modal Rp 2.000.000 dengan pengelola yang bejumlah 
tiga orang mulai keluar masuk pasar untuk memberikan bantuan permodalan 
dengan menggunakan sistem bagi hasil. Perilaku sistem bagi hasil ini ternyata 
menarik minat para pedagang kecil. 
Mereka seolah mendapatkan angin segar dan perlahan melepaskan diri dari 
jeratan para jasa rentenir. Berkat kegigihan dan semnagat yang dimiliki oleh para 
pengelola, pelan tapi pasti menunjukan pertumbuhan yang signifikan baik dari 
jumlah anggota yang dilayani maupun nominal pembiayaan yang diberikan. 
Selain memberikan pembiayaan, para pengelola juga memberikan edukasi kepada 
para anggota pembiayaan untuk sedikit menyisihkan hasil usahanya sebagai 
simpanan yang digunakan untuk kepentingan yang tidak terduga. Melalui 
edukasi ini banyak anggota yang awalnya hanya mempunyai pembiayaan pada 
akhirnya mereka juga mempunyai simpanan. Memang simpanan yang mereka 
miliki tidaklah besar karena mereka hanya menyisihkan Rp 1.000 perhari untuk 
mengisi simpanan, namun demikian sudah ikut serta dalam peningkatan aset 
yang dimiliki BMT BUS.
2
 
Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT “Bina Ummat 
Sejahtera” berkedudukan di Jalan Untung Suropati No.16 Kecamatan Lasem 
Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah, berdiri pada tanggal 10 November 
1996, berdasarkan Anggaran Dasar yang disahkan oleh Menteri Koperasi, 
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Lihat di Buku Diktat Basic Training Level 1 KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, 26-27. 
2
Lihat di Buku Diktat Basic Training Level 1 KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, 27-28. 
 



































Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Surat Keputusan Nomor : 
13801/BH/KWK.11/III/1998 tanggal 31 Maret 1998 dengan : 
a. Nama koperasi adalah Koperasi Serba Usaha Bina Ummat Sejahtera (KSU 
BUS). 
b. Mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Rembang. 
Dalam perjalanannya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 
BMT Bina Ummat Sejahtera telah mengalami beberapa Perubahan Anggaran 
Dasar, yaitu sebagai berikut: 
a. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia Nomor : 03/BH/PAD/KDK.11/VII/2002 
tanggal 1 Juli 2002 mengesahkan Akta Perubahan Angaran Dasar tentang : 
1) Perubahan dari Koperasi Serba Usaha menjadi Koperasi Simpan Pinjam 
Syariah Bina Ummat Sejahtera. 
2) Perubahan wilayah kerja menjadi meliputi seluruh wilayah Propinsi 
Jawa Tengah. 
b. Berdasarkan Surat Keputusan Jawa Tengah Nomor 04/PAD/KDK>.11/IV/2006 
tanggal 4 April 2006 yan mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar 
Nomor 120 tanggal 30 Januari 2006 oleh Notaris Liembang Priyadi Dajono, 
SH. yang berkedudukan di Blora tentang : 
1) Perubahan dari Koperasi Simpan Pinjam menjadi Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah Bina Ummat Syariah (KJKS BUS). 
c. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia Nomor 188/PAD/M.KUKM.2/III/2014 tanggal 
 



































26 Maret 2014 yang mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 55 
tanggal 26 Februari 2014 oleh Notaris H. Mochammad Ali Hilal, SH., MKn. 
yang berkedudukan di Rembang tentang : 
1) Perubahan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah menjadi Koperasi 
Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal wat Tamwil Bina Ummat Sejatera 
(KSPS BMT BUS). 
2) Perubahan wilayah kerja menjadi meliputi seluruh wilayah Nasional 
Indonesia yang merupakan gabungan dari KJKS BMT Bina Ummat 
Sejahtera Jawa Tengah, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta 
dan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Jakarta. 
d. Bedasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
Republik Indonesia Nomor 216/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tanggal 15 
Desember 2015 yang mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 
53 tanggal 21 Oktober 2015 oleh Notaris H. Muchammad Ali, SH., MKn. 
yang berkedudukan di Rembang tentang : 
1) Perubahan dari Koperasi Simpan Pinjam Syariah menjadi Koperasi 
Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera 
(KSPPS BMT BUS). 
Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar, bahwa Koperasi betujuan 
meningkatkan kesejahteraan Anggaran pada khususnya dan ummat pada 
umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan 
perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, maka KSPPS BMT BUS Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang 
 



































menyelenggarakan kegiatan usaha Keuangan, Persewaan, dan Jasa Peusahaan 
serta mengadakan kerjasama antara Koperasi dan juga bada usaha lainnya. 
Untuk keputusan Anggota KSPPS BMT BUS telah meningkatkan mutu 
pelayanan dengan standar Internasional, ini dibuktikan dengan telah menerima 
sertifikat ISO 9001:2000 pada tanggal 16 Februari  2007 dengan nomor 
ID07/0857. Setelah itu ada uji ulang tiap tahun dan masa berlaku sertifikat ISO 
adalah tiga tahun sehingga KSPPS BMT BUS telah istiqomah mempertahankan 
mutu pelayanan kepada Anggota berstandar Internasional tersebut dengan 
mendapatkan sertifikat sebagai berikut: 
a. ISO 9001:2000 masa berlaku 16 Februari 2007 sampai dengan 15 Februari 
2010. 
b. ISO 9001:2000 masa berlaku 16 Februari 2010 sampai dengan 15 Februasi 
2013. 




Kini 20 tahun sudah KSPPS BMT BUS melayani masyarakatdalam 
layanan keuangan. Kerja keras itu kini telah terbayar,penghargaan dari 
Kementrian dan UMKRI pada tahun 2010sebagai Koperasi yang berprestasi 
untuk kelompok simpan pinjamserta penghargaan BSM AWARD ditahun2008, 
adalah salahsatu bukti diantara sederajat penghargaan yang lain.Keberhasilan itu 
kinimenempatkan BMT BUS terbesarnomor 2 se-Indonesia, dan Koperasi dengan 
jumlah anggotaterbanyak di Indonesia dalam 100 koperasi besar Indonesiapada 







































tahun 2014. Sebagai komitmendalam peningkatan mutu, KSPPS BMT BUS 








a. Motto : 
WAHANA KEBANGKITAN EKONOMI UMMAT. 
b. Visi : 
1) Menjadi lembaga keuangan Syariah terdepan dalam pengembangan 
usaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri. 
c. Misi : 
1) Membangun lembaga keuangan syari’ah yang mampu 
memberdayakan jaringan ekonomi mikro syariah, sehingga menjadi 
ummat yang mandiri. 
2) Menjadi lembaga keungan syariah yang tumbuh dan berkembang 
melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syariah lain, sehingga 
mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan 
keadilan. 
3) Mengutamakan mobilitas pendanaan atas dasar ta’awun dari 
golongan aghniya, untuk disalurkan ke pembiyaan ekonomi mikro, 
kecil dan menengah, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, 




Lihat di Buku Diktat Basic Training Level 1 KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera, 20. 
 



































ifaq, shodaqah dan wakaf guna mempercepat proses menyejahterakan 
ummat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi. 
4) Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, melalui penyertaan 
modal dari para pendiri, anggota, pengelola, dan segenap potensi 
ummat, sehingga menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat dan 
tangguh. 
5) Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan 
dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga menghantarkan 
ummat Islam sebagai Khoera Ummat. 
 
3. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT 
Bina Ummat Sejahtera 
a. Manajer :Fungsi utama manajer yaitu merencanakan, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang 
meliputi penghimpunan dana dari pihak ketiga serta penyaluran 
danayang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan - kegiatan 
yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut 
dalam upaya mencapai target. 
b. Staf Pendamping : Fungsi utama staff pendampingan 
yaitumerencanakan,mengontrol keadaan usaha nasabah dalam 
artianmengontrol perkembangan usaha nasabah. 
c. Teller : Membrikan pelayanan kepada anggota dalam transaksi yang 
tunaiseperti penyetoran simpanan, penarikan simpanan, angsuran 
 



































pembiayaan,pembayaran dan lain-lain. Melakukan pencatatan, 
pelayanan kepadaanggota dan calon anggota. Mengatur dan menyiapkan 
uang tunai yangtelah disetujui oleh Direktur, Manajer Pemasaran, 
Manajer Operasional.Menandatangani formulir-formulir serta slip-slip 
dari anggota sertamemasukkan data ke arsip ataukomputer, membuat 
mutasi harian ataulaporan keuangan kas harian. 
d. Staf Pemasaran : Fungsi utama staff pemasaran yaitu 
merencanakan,mengarahkan serta mengevaluasi target funding dan 
financing sertamemastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam 
upaya mencapaisasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan 
bermasalah. Dan juga bertugas untuk mencari peluang-peluang dana 
murah dari masyarakat, mengenalkan produk, menganalisa dan 
memberikan pembiayaan, mencari nasabah baru, melakukan promosi 
baik tabungan maupun pembiayaan. 
 
4. Budaya Kerja Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Bina 
Ummat Sejahtera 
KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai lembaga jasa keuangan 
syari’ah menetapkan budaya kerja dengan prinsip - prinsip syariah yang 
mengacu pada sikap akhlaqul karimah dan kerahmatan.
6
 
Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifaf Rosulullah yang 
disingkat SAFT. 
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Lihat di Buku Diktat Basic Training Level 1 KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera, 6. 
 




































Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan 
hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu jadi 
teladan.  
b. Amanah 
Menjadi terpercaya, peka, obyektif dan disiplin serta penuh tanggung 
jawab. 
c. Fathonah 
Profesinalisme dengan penuh inovasi, cerdas, trampil dengan semangat 
belajar dan berlatih yang berkesinambunga. 
d. Tabliq 
Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan 
pemberdayaan yang penuh keadilan. 
5. Sasaran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Bina 
Ummat Sejahtera 
Dengan memanfaatkan jaringan dan pengalaman, KSPPS BMT Bina 
Ummat Sejahtera memfokuskan sasarannya pada :  
a. Memberdayakan Pengusaha kecil menjadi potensi masyarakat yang 
handal.  
b. Sebagai lembaga intermediary, dengan menghimpun dan menyalurkan 
dana Anggota dan Calon Anggota permanen dan kontinyu untuk 
mengembangkan ekonomi produktif bagi kemaslahatan masyarakat.  
 



































c. Proaktif dalam berbagai program pengembangan sarana sosial 
kemasyarakatan. 
d. Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin ke tingkat yang lebih 
baik. 
e. Mewujudkan kehidupan yang seimbang dalam keselamatan, kedamaian, 
kesejahteraan dan pemerataan keadilan ekonomi antara kaum fakir 
miskin dengan aghniya ( kaum berpunya ). 
 
6. Prinsip Kerja Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Bina 
Ummat Sejahtera 
a. Pemberdayaan 
KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah Lembaga Keuangan Syariah 
yang selalu menstransfer ilmu kewirausahaan lewat pendampingan 
manajemen, pengembangan sumberdaya insani dan teknologi tepat guna, 
kerjasama bidang finansial dan pemasaran, sehingga mampu 
memberdayakan wirausaha - wirausaha baru yang siap menghadapi 
persaingan dan perubahan pasar. 
b. Keadilan 
Sebagai intermediary institution, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, 
menerapkan azas kesepakatan, keadilan, kesetaraan dan kemitraan, baik 
antara lembaga dan anggota maupun antar sesama anggota dalam 
menerapkan bagi hasil usaha. 
c. Pembebasan 
 



































Sebagai Lembaga Keuangan Syari’ah, KSPPS BMT Bina Ummat 
Sejahtera yang berazaskan akhlaqul karimah dan kerahmatan, melalui 
produk - produknya, insya Allah akan mampu membebaskan ummat dari 
penjajahan ekonomi, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mandiri 
dan siap menjadi tuan di negeri sendiri. 
 
7. Perkembangan Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera 
a. Identitas Umum :  
1) Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan 
SyariahBaitul Maal Wat Tamwil (KSPPS BMT) Bina Ummat 
Sejahtera. 
2) Diresmikan Tanggal : 10 November 1996 
Oleh Ikatan Cendekiawan MuslimIndonesia (Orsat Kabupaten 
Rembang. 
b. Badan Hukum : Koperasi Serba Usaha “Unit SimpanPinjam“  
Nomor Badan Hukum : 13801/BH/KWK.11/III/1998, tanggal 31 Maret 
1998 
Perubahan Anggaran Dasar : Koperasi Simpan PinjamSyari’ah 
Keputusan Gubernur Nomor : 03/BH/PAD/KDK.11/VII/2002,tanggal 01 
Juli 2002 
Perubahan Anggaran Dasar : Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
 



































Keputusan Gubernur Nomor : 04/PAD/KDK.11/IV/2006,tanggal 04 
April 2006 
Keputusan Gubernur Nomor : 09/PAD/KDK.11/VIII/2007, tanggal 22 
Agustus 2007 
Perubahan Anggaran Dasar : Koperasi Simpan PinjamSyariah 
Keputusan Men. Kop. Dan UKM : 188/PAD/M.KUKM.2/III/2014, 
tanggal 26 Maret 2014 
Perubahan Anggaran Dasar : Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan 
Syari’ah 
Keputusan Men. Kop. Dan UKM : 
216/PAD/M.KUKM.2/XII/2015,tanggal 15 Desember 2015 
N P W P : 01.697.414.9-507.000 
Nomor SIUSP : 241/SISP/Dep.1/V/2014 
Nomor TDP : 112726400089 
Alamat Kantor Pusat : Jl. Untung Suropati No. 16 Lasem, Rembang, 
Jawa TengahTelp 0295 – 532376, Fax. 0295 – 531263 
Email: bmt_busyahoo.com 
c. Kelembagaan 
1) Mulai Operasional : Tanggal 10 November 1996 
2)  Jumlah Pendiri : 104 orang (52 pria, 52 wanita) 
3) Jumlah Pengurus : 5 orang (4 pria, 1 wanita) 
4) Jumlah Pengelola : 792 orang (387 pria, 405 wanita) 
Sarjana S2 : 15 orang (pria) 
 



































Sarjana S1 : 179 orang (89 pria, 90 wanita) 
Sarjana Muda/D3 : 29 orang (9 pria, 20 wanita) 
DII : 2 orang (1 pria,1 wanita) 
D I : 6 orang (3 pria,3 wanita) 
Lulus SLTA/Sederajad : 555 orang (266 pria, 289 wanita) 
Lulus SLTP/Sederajad : 6 orang (4 pria, 2 wanita) 
Jumlah Anggota : 182.736 orang 
Jangkauan Pelayanan : Wilayah Jawa Tengah, DIY, DKI Jakarta dan 
Kalimantan Barat. 
Waktu Operasional : Hari Senin–Sabtu pkl. 06.30 – 16.00 WIB. 
d. Pengawas 
1) Ketua : Hj. Maryam Cholil 
2) Anggota : H. Jumanto PS., S.Pd., MM. 
3) Anggota : H. Minanul Ghoffar, ST., MM  
e. Pengawas Syariah 
1) Ketua : H. Mahmudi, S.Ag.,M.SI. 
2) Anggota : H. Taufiqurrohman, BA. 
3) Anggota : H. Anwar Said. 
f. Pengurus 
1) Ketua : H. Abdullah Yazid 
2) Sekretaris : Drs. H. Ahmad Zuhri, MM. 
3) Bendahara : Imam Prayoga 
 
 



































B. Progam Unggulan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT 
Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir 
1. Produk Layanan Simpanan (Funding) Di Koperasi Simpan Pinjam 
Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir
7
 
a. Simpanan Sukarela Lancar (Si Rela) 
Simpanan lancar dengan sistem penyetoran dan pengambilannya 
dapat di lakukan setiap saat. 
Produk simpanan suka rela lancar yang di kelola berdasarkan prinsip 
mud}a>rabah. 
Keunggulan : 
1) Nisbah bagi hasil 30% : 70%. 
2) Mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah Qur’ah Si Rela. 
3) Mendapatkan souvenir pada saat pembukaan rekening baru (minimal 
Rp 2.000.000). 
b. Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka) 
Simpanan berjangka dengan sistem setoran dapat dilakukan setiap 
saat dan pengambilannya disesuaikan dengan tanggal valuta. Jenis 
Simpanan Si Suka dapat digolongkan Si Suka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 
1 tahun. 
Produk simpanan sukarela berjangka yang dikelola berdasarkan 
prinsip mudarabah. Dengan prinsip ini simpanan dari shahibul mal (pemilik 
modal) akan diperlakukan sebagai investasi oleh mudharib (pengelola 
dana). BMT akan memanafaatkan dana tersebut secara produktif dalam 
                                                          
7
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bentuk pembiayaan kepada masyarakat denganproefsional dan sesuai 
syariah. Hasil usaha tersebut dibagi antarapemilik modal danaBMTsesuai 
nisbah (porsi) yang telah disepakatidiawal.Produk ini juga sebagai progam 
investasi dalam jangka panjang. 
Keunggulan : 
1) Simpanan Si Suka dapat dijadikan sebagai agunan. 
2) Simpanan Si Suka tidak di bebani oleh biaya administrasi bulanan. 
3) Bagi Hasil : Dikelola secara produktif dengan nisbah yang 
kompetetif. Besarnyabagi hasil yang diberikan disesuaikandengan 
ketentuan jangka waktu sebagaimana tertera dalam kolomdibawah 
ini. 
Jangka Waktu Nisbah 
Si Suka 1 bulan 35% : 65% 
Si Suka 3 bulan 40% : 60% 
Si Suka 6 bulan 45% : 55% 
Si Suka 12 bulan 50% : 50% 
 
c. Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) 
Simpanan yang dipersiapkan sebagai penunjang khusus untuk biaya 
pendidikan dengan cara penyetorannya setiap bulan dan pengambilannya 
pada saat siswa akan masuk Perguruan Tinggi. 
Produk simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah 
mulai dari umur 0 tahun sampai perguruan tinggi yang dikelola dengan 
prinsip mudharabah. 
Jenis produk : 
 



































1) Si Sidik (pilihan setoran per bulan Rp 100.000,- s/d Rp 500.000.-). 
2) Si Sidik Plus (pilihan setoran di awal Rp 5.000.000,- s/d Rp 
20.000.000,-). 
Keunggulan : 
1) Setiap peserta Si Sidik berhak mendapatkan hadiah peralatan sekolah 
pada setiap kenaikan kelas yang jenisnya dibbentukam pihak BMT. 
2) Setiap peserta Si Sidik dapat menarik simpanan Si Sidik setiap tamat 
jenjang pendidikan yang telah ditentukan oleh pihak BMT. 
3) Setiap kenaikan kelas pihak BMT akan memberikan beasiswa kepada 
peserta Si Sidik yang berprestasi di kelas (rangking 1 s/d #3) di kelas 
masing – masing, dibuktikan dengan fotokopi raport yang di 
legalisir). 
d. Simpanan Haji (Si Haji) 
Simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. 
Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip wadi>ah yad 
dhamanahdimana atas ijin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana 
tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip. Produk simpanan bagi anggota 
yang berencana untuk menunaikan ibadah haji dan umrah yang di kelola 
berdasarkan prinsip mudharabah. 
Keunggulan : 
1) Setoran ringan, setoran awal Rp 500.000,- setoran selanjutnya 
disesuaikan dengan rencana tahun keberangkatan. 
 



































2) Penarikan simpanan dapat di lakukan jika jangka waktu perjanjian 
sudah berakhir atau sudah memenuhi jumlah minimal untuk 
mendapatkan nomor porsi haji yaitu seniali Rp 25.000.000,-. (Sesuai 
ketentuan saat ini dan bisa berubah sewaktu waktu). 
e. Si Hafit 
Produk simpanan bagi anggota dalam upaya untuk mempersiapkan 
hari Raya Idul Fitri dan Mudik Lebaran, yang dikelola berdasarkan prinsip 
mud}a>rabah. 
Keunggulan : 
1) Bisa dijadikan sebagai agunan pembiayaan. 
2) Pembagian siampanan Si Hafit berupa paket lebaran dan atau tiket 
mudik lebaran. 
f. Si Mapan  
Produk simpanan untuk mempersiapkan hari tua, yang di kelola 
berdasarkan prinsip mud}a>rabah. 
Keunggulan : 
1) Setoran Si Mapan per bulan Rp 25.000,- s/d Rp 500.000,- masa 
persertaan (jangka waktu) minimal 5 s/d 30 tahun. 
g. Simpanan Sekolah 
Produk simpanan yang khusus di buat untuk menampung simpanan 
siswa didik dan simpanan yang ditunjuk untuk perencanaan jenjang 
pendidikan serta simpanan dana sekolah, yang di kelola berdasarkan prinsip 
mud}a>rabah. 
 




































1) Penyediaan buku tabungan bagi tiap siswa. 
2) Petugas datang langsung kesekolah untuk pengambilan setoran 
simpanan. 
Keunggulan : 
1) Bebas biaya pembukaan rekening. 
2) Penyimpan dapat melakukan penyetoran dana penarikan setiap saat. 
3) Pemberian souvenir atau sponsorship untuk acara –acara khusus yang 
di adakan sekolah. 
2. Produk Pembiayaan (Lending) Di Koperasi Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir
8
 
a. Pembiayaan Modal Usaha 
Pembiayaan dengan akad mudharabah dimana peruntukan 
pembiayaan digunakan untuk modal usaha ( baik dalam sektor pertanian, 
perdagangan, perikanan, jasa, industri kecil, dll) dengan sistem pembayaran 
mingguan dan atau bulanan. 
b. Pembiayaan Investasi 
Pembiayaan dengan akad mudharabah dimana peruntukan 
pembiayaannya digunakan untuk pembelian investasi (baik berupa 
kendaraan, toko, kios tempat usaha, peralatan elektronik, dll) dengan 
sistem pembayaran mingguan dan atau bulanan. 
c. Pembiayaan Ultra Mikro 
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Pembiayaan dengan akad mudharabah dan atau murabahah dimana 
peruntukan pembiayaan digunakan untuk modal usaha (baik dalam sektor 
pertanian, perdagangan, perikanan, jasa, industri kecil, dll) dengan sistem 
pembiayaan kelompok dan pembayaran migguan. 
d. Pembiayaan Air dan Sanitasi 
Pembiayaan dengan akad murabahah dimana peruntukan pembiayaan 
nya digunakan untuk air dan sanitasi dengan sistem pembayaran bulanan. 
 
C. Operasional Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Bina 
Ummat Sejahtera Cabang Cukir 
1. Tahapan Pengajuan Permohonan pada Simpanan Sukarela Berjangka (Si 
Suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina 
Ummat Sejahtera Cabang Cukir 
Untuk menjadi nasabah di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan 
Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir, calon atau nasabah harus 
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT sebagai calon 
nasabah yang akan mengambil salah satu produk khususnya simpanan sukarela 
berjangka (si suka). Dimana produk tersebut merupakan simpanan berjangka 
yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu.  
Simpanan sukarela berjangka (si suka) ini menggunakan akad yang 
berdasarkan prinsip syariah yakni mud{a>rabah. Pendaftaran simpanan sukarela 
berjangka (si suka) tidak jauh beda dengan pendaftaran simpanan pada umumnya, 
yang membedakannya yakni penarikan dalam simpanan umum bisa dilakukan 
 



































setiap saat sedangkan untuk simpanan ini dalam penarikannya berdasarkan 
jangka waktu. Proses yang harus dilakukan adalah : 
a. Nasabah datang ke Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah 
BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir untuk melakukan konsultasi 
tentang simpanan sukarela berjangka (si suka) yang ada di Koperasi 
Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera 
Cabang Cukir. 
b. Pihak Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina 
Ummat Sejahtera Cabang Cukir menjelaskan tentang simpanan sukarela 
berjangka (si suka). 
c. Setelah nasabah mengetahui prosedur tentang simpanan sukarela 
berjangka (si suka), maka calon nasabah harus mengisi formulir 
permohonan pembukaan tabungan yang disediakan oleh pihak di 
Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat 
Sejahtera Cabang Cukir disertai dengan melampirkan syarat 
kelengkapan. Ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk 
mengajukan permohonan pembiayaan, yaitu mengisi formulir 







































2. Persyaratan Pengajuan Permohonan Simpanan Sukarela Berjangka (Si 
Suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina 
Ummat Sejahtera Cabang Cukir.
9
 
a. Foto kopi KTP/SIM 1 lembar. 
b. Mengisi formulir keanggotaan. 
c. Mengisi aplikasi pembukaan rekening. 
d. Menyetorkan simpanan pokok (Rp 250.000,-) dan simpanan wajib (Rp 
60.000,-/tahun atau Rp 5.000,-/bulan). 
 
3. Prosedur Pengajuan Permohonanan pada Simpanan Sukarela Berjangka (Si 
Suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina 
Ummat Sejahtera Cabang Cukir
10
 
a. Setelah calon nasabah mengisi semua berkasnya, pihak Koperasi Simpan 
Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang 
Cukir memasukkan data tersebut ke dalam komputer. 
b. Calon nasabah mendapat buku tabungan dari Koperasi Simpan Pinjam 
Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir. 
c. Pihak Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina 
Ummat Sejahtera Cabang Cukir melakukan ijab dan qabul (shi>gah) 
dengan calon nasabah. 
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d. Setelah calon nasabah mendapatkan buku tabungan dari pihak Koperasi 
Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera 
Cabang Cukir, calon nasabah harus mengisi akta perjanjian simpanan 
sukarela berjangka (si suka). Dimana akta tersebut merupakan tanda 
bukti bahwasanya nasabah mempunyai simpanan sukarela berjangka (si 
suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina 
Ummat Sejahtera Cabang Cukir. Pada saat pengisian nota akan ada 
pendampingan oleh Kepala Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan 
Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir terhadap nasabah, 
bertujuan menjelaskan kembali tentang segala proses yang ada pada 
simpanan sukarela berjangka (si suka) kepada nasabah. 
e. Setelah calon nasabah sudah memahami dan mengerti tentang proses 
dalam mud{a<rabah berjangka, maka Kepala Koperasi Simpan Pinjam Dan 
Pmbiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir akan 
menandatangani nota anggota. Setelah persyaratan-persyaratan sudah 
terisi lengkap, proses selanjutnya adalah pihak BMT menggandakan 
nota tersebut, dimana yang asli dibawa anggota atau nasabah dan copy-
an dibuat BMT untuk dimasukkan ke dalam pengarsipan. 
f. Setelah anggota atau nasabah sepakat dan melengkapi semua 
persyaratan yang diberikan oleh pihak BMT, maka calon nasabah resmi 
menjadi nasabah produk tabungan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam 
Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir. 
 
 



































D. Praktik Akad Mud}a<rabah Pada Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka) di 
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera 
Cabang Cukir. 
Mud}a>rabah merupakan suatu akad kerjasama usaha antara dua belah pihak 
di mana pihak pertama sa>h}ib al-m}al menyediakan modal, sedangkan pihak kedua 
menjadi pengelola atau mud}a>rib. Keuntungan atau nisbah usaha secara 
mud}a>rabah dibagimenurut kesepakatan bersama yangdituangkan dalam kontrak. 
Simpanan sukarela berjangka (si suka) yaitu simpanan berjangka dengan 
sistem setoran dapat dilakukan setiap saat dan pengambilannya disesuaikan 
dengan tanggal valuta. Jenis Simpanan Si Suka dapat digolongkan Si Suka 1 
bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun.Simpanan berjangka yang bersarkan 
prinsipmudharabah, dengan prinsip ini simpanan daris}a>h}ib al-ma>l(pemilik dana) 
akan diperlakukan sebagai investasioleh mud}a>rib (pengeloladana). Simpanan 
sukarela berjangka (si suka) dikelola secara produktif dengan prinsip 
Mud}a>rabahdan sesuai syariah. Hasil usaha tersebutdibagiantara s}a>h}ib al-
ma>l(pemilik dana) dan mud}a>rib (pengeloladana) sesuai nisbah(porsi) yang telah 
disepakati awal. Simpanan Si Suka tidak dibebani biaya administrasi bulanan, 
diperuntukkan bagi anggota perorangan/lembaga, dan pilihan jangka waktu 
fleksibel 1, 3 , 6, dan 12 bulan. 
Dalam praktiknya, simpanan sukarela berjangka (si suka) di Koperasi 
Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang 
Cukir pihak nasabah akan mendapatkan hadiah dari nisbah bagi hasil produk 
simpanan sukarela berjangka (si suka) dalam jangka waktu 6 bulan. Yang di 
maksud hadiah disini yaitu pemberian nisbah bagi hasil yang diserahkan di awal 
 



































setelah akad yaitu berupa hadiah barang elektronik yang berbeda – beda sesuai 
dengan jumlah nominal yang di titipkan pihak anggota kepada Koperasi Simpan 
Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir, 
berikut nisbah bagi hasil yang berupa hadiah langsung simpanan sukarela 
berjangka (si suka). 
Nama Hadiah Jangka Waktu SiSuka Nominal SiSuka 
Hp Xiomi Redmi 6A 6 Bulan Rp 30.000.000 
Hp Vivo Y 81 6 Bulan Rp 35.000.000 
Tv LG 32 Inch 6 Bulan Rp 47.000.000 
Kulkas Polytron 2 Pintu 6 Bulan Rp 62.000.000 
Hp Vivo Y 95 6 Bulan Rp 55.000.000 
Hp Oppo F9 6 Bulan Rp 85.000.000 
Hp Vivo V 11 Pro 6 Bulan Rp 105.000.000 
Laptop ASUS X555QG 6 Bulan Rp 175.000.000 
Honda Beat 6 Bulan Rp 350.000.000 
Honda Scoopy 6 Bulan Rp 400.000.000 
Paket Umrah 6 Bulan Rp 500.000.000 
Honda PCX 6 Bulan Rp 750.000.000 
 
Simpanan sukarela berjangka (si suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan 
Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir tidak bisa 
diambil sewaktu-waktu, hanya bisa diambil sesuai kesepakatan pada akad yang 
dilakukan di awal pembukaan. Seperti 1 bulan, 3 bulan, 6bulan, 9 bulan, dan 12 
bulan. Aturanini bertujuanuntuk menjaga kestabilan modal yang masuk, karena 
jikasewaktuwaktudapat diambil maka perputaran modal tidak akan stabil. 
Namun dalam penerapannya simpanan sukarela berjangka (si suka) di Koperasi 
Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang 
Cukir tidak semua jangka waktu yang nisbah bagi hasil berupa hadiah langsung 
 



































hanya jangka waktu 6 bulan saja yang nisbah bagi hasil nya berupa hadiah 
langsung. 
Sebagai contoh Ibu Hayati, yaitu nasabah dari simpanan sukarela berjangka 
(si suka).
11
 Beliau menabung dengan nominal simpanan sukarela berjangka (si 
suka) dengan jangka waktu 6 bulan. Dengan nominal simpanan sukarela 
berjangka (si suka) dan jangka waktu tersebut, pihak Koperasi Simpan Pinjam 
Dan Pembiayaan BMT Bina Ummat Sejahtera Syariah Cabang Cukir sudah 
menetapkan nisbah bagi hasil berupa hadiah tersebut yang berupa Hp Xiomi 
Redmi 6A dengan nominal Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka) 30.000.000. 
Nisbah bagi hasil yang berupa hadiah diserahkan di awal setelah akad. Nisbah 
bagi hasil yang berupa hadiah elektronik berupa uang tersebut bermacam – 
macam karena tergantung dari besaran simpanan sukarela berjangka (si suka) 
oleh nasabah. 
Sebagai contoh kedua Bapak Mulyono, yaitu nasabah dari simpanan 
sukarela berjangka (si suka).
12
 Beliau menabung dengan nominal simpanan 
sukarela berjangka (si suka)  dengan jangka waktu 6 bulan. Dengan nominal 
simpanan sukarela berjangka (si suka) dan jangka waktu tersebut, pihak Koperasi 
Simpan Pinjam Dan Pembiayaan BMT Bina Ummat Sejahtera Syariah Cabang 
Cukir sudah menetapkan nisbah bagi hasil berupa hadiah tersebut yang berupa 
TV LG 32 inch dengan nominal Simpanan Sukarela Berjangka 47.000.000. 
Nisbah bagi hasil yang berupa hadiah diserahkan di awal setelah akad. Nisbah 
bagi hasil yang berupa hadiah elektronik berupa uang tersebut bermacam – 
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macam karena tergantung dari besaran simpanan sukarela berjangka (si suka) 
oleh nasabah. 
Strategi pemasaran pada produk di suatu lembaga keuangan baik syariah 
maupun konvensional pada intinya memiliki tujuan yang sama, yakni menarik 
minat masyarakat agar bergabung menjadi nasabahnya. Sesuai 
perkembangannya, hadiah tidak lagi dimaknai sebagai pemberian sukarela, akan 
tetapi hadiah merupakan bagian dari upaya suatu lembaga atau perusahaan publik 
untuk melakukan promosi. 
Alasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina 
Ummat Sejahtera Cabang Cukir memberikan nisbah bagi hasil yang berupa 
hadiah elektronik yang di serahkan di awal setelah akad dilakukan, karena pihak 
koperasi ingin meningkatkan pencapaian target penghimpunan dana setiap tahun 
bagi nasabah, semakin banyak kegiatan menghimpun dana nasabah dalam bentuk 
tabungan ataupun deposito sebagai tempat menyimpan dana ataupun berinvestasi 
dalam jangka panjang maka akan semakin banyak juga suatu kegiatan penyaluran 
dana atau memberikan pinjaman (pembiayaan) kepada nasabah. Semakin banyak 
kegiatan penyaluran dana atau memberikan pinjaman (pembiayaan) kepada 







































ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD MUD}A>RABAH 
PADA SIMPANAN SUKARELA BERJANGKA 
(SI SUKA) DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH 
BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG CUKIR 
 
A. Analisis Akad Mud}a>rabah Pada Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka) 
Mud{a>rabah menurut hukum Islam adalah suatu akad dalam bentuk 
kerjasama antara pemilik modal (sa>h}ib al-ma>l) dengan pengelola modal 
(mud}a>rib), atau orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan usaha 
bersama. Pemilik modal(sa>h}ib al-ma>l) menyerahkan modalnya kepada pengelola 
modal (mud}a>rib) untuk usahatertentu. Jika dari usaha tersebut mendapatkan 
keuntungan, keuntungandibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.Namun, 
apabila terjadikerugian dalamusaha, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik 
modal(sa>h}ib al-ma>l),dan pengelola modal (mud}a>rib) atas upah dari usahanya.1 
Akad mud{a>rabah merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan di dalam 
kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga 
Keuangan Syariah yang dapat berupa simpanan, deposito, dan giro. Praktek 
simpanan dalam Lembaga Keuangan Syariah merupakan hal yan sudah lazim 
terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Begitu juga halnya yang terjadi pada 
Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Cabang Cukir yang 
menggunakan akad mud}a>rabah dalam produk layanan Simpanan Sukarela 
Berjangka (Si Suka). 
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Dalam mengaplikasikan prinsip akad mud}a>rabah pada Simpanan Sukarela 
Berjangka (Si Suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT 
Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir, nasabah menyerahkan sepenuhnya kepada 
pihak koperasi untuk mengelola dananya pada jenis investasi dalam jangka 
panjang atau memanfaatkan pada jenis apapun usaha selama tidak bententangan 
dengan prinsip dan syariat serta memberikan bagi hasil yang cukup baik kepada 
nasabah dalam bentuk bagi hasil yang telah disepakati. 
 Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan 
Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir juga 
menerapkan program hadiah yang dituangkan dalam nisbah bagi hasil sebagai 
bentuk penghargaan kepada mitra/anggota yang telah loyal dan konsisten. Akan 
tetapi, program hadiah yang dituangkan dalam nisbah bagi hasil ini justru 
menjadi strategi jitu guna menarik calon mitra/anggota. Sehingga upaya ini tentu 
memberikan keuntungan terhadap upaya peningkatan nilai keuangan lembaga. 
Dalam praktiknya simpanan sukarela berjangka (si suka) di Koperasi 
Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang 
Cukir pembagian nisbah sudah di tentukan sebagai berikut: 
  
 



































1. Si Suka jangka waktu 1 Bulan nisbah 35% : 65% 
2. Si Suka jangka waktu 3 Bulan nisbah 40% : 60% 
3. Si Suka jangka waktu 6 Bulan nisbah 45% : 55% 
4. Si Suka jangka waktu 12 Bulan nisbah 50% : 50% 
Dalam jangka waktu yang sudah ditentukan setiap bulan mendapatkan bagi 
hasil dari uang yang di tabung, kemudian bagi hasil tersebut dituangkan dalam 
bagi hasi hadiah langsung berupa barang elektronik yang diserahkan di awal 
setelah melakukan akad, namun pihak Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan 
Syariah belum mengetahui untung atau rugi nya. 
Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah mengeluarkan produk 
layanan simpanan sukarela berjangka (si suka) dalam rangka meningkatkan 
pencapaian target penghimpunan dana setiap tahun bagi nasabah. Pemberian 
hadiah langsung ini bukan diberikan secara cuma – cuma melainkan nisbah bagi 
hasil dari progam simpanan sukarela berjangka (si suka) dalam jangka waktu 6 
bulan. Nisbah bagi hasil yang berupa hadiah langsung ini diberikan secara 
langsung oleh bank kepada nasabah pada saat melakukan pembukaan rekening 
produk layanan simpanan sukarela berjangka (si suka) setelah nasabah menye-
torkan dananya dalam jangka waktu 6 bulan akan mendapatkan hadiah berupa 
elektronik yang dinominalkan. Dengan dana yang di setorkan nasabah berbeda - 
beda maka nisbah bagi hasil yang berupa hadiah langsung elektronik akan 
mendapatkan barang elektronik yang berbeda – beda. 
 



































Begitu juga yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan 
Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir, bahwa lembaga tersebut 
menerapkan program hadiah yang dituangkan dalam nisbah bagi hasil sebagai 
bentuk penghargaan kepada mitra/anggota yang telah loyal dan konsisten. Akan 
tetapi, program hadiah yang dituangkan dalam nisbah bagi hasil ini justru 
menjadi strategi jitu guna menarik calon mitra/anggota. Sehingga upaya ini tentu 
memberikan keuntungan terhadap upaya peningkatan nilai keuangan lembaga. 
Dari hasil penelitian, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam bab II 
mengenai keuntungan dalam akad mud}a>rabah disyaratkan sebagai berikut: 
1. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentasedari jumlah modal 
yang telah di investasikan, melainkan keuntungannya setelah di potong 
besarnya modal. Dalam hal ini perhitungan harus dilakukan dengan cermat. 
2. Keuntungan masing – masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah 
nominal, jika ditentukan dalam jumlah nominal maka pemodal telah 
mengambil untung tertentu dari sebuah usaha yang untung dan rugi nya 
belum jelas dan ini akan membawa kepada riba. 
3. Dalam pembagian nisbah ditentukan dengan presentase, misalnya 
50%:50%, 60%:40% dan seterusnya. Penetuan presentase tidak harus 
mengingat dengan bilangan tersebut. Jadi jika nisbah (bagi hasil) tidak 
ditentukan pada saat akad berlangsung, maka masing – masing pihak 
 



































memahami dalam pembagian keuntungan yang akan di bagi secara sama, 
karena dalam aturan umum perhitungan adalah kesamaan.
2
 
Maka penulis mengaris bawahi Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka) 
yang dikelola berdasarkan prinsip akad mud{a<rabah di Koperasi Simpan Pinjam 
Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir, dimana dalam 
simpanan sukarela berjangka (si suka) tersebut memberikan hadiah langsung 
berupa elektronik yang diterapkan sebagai nisbah bagi hasil nasabah yang di 
berikan diawal setelah akad dilakukan sesuai dengan nominal jumlah uang yang 
ditabungkan. Maka dalam proses bagi hasil dari Simpanan Sukarela Berjangka 
untuk nasabah Koperasi Smpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Cabang Cukir 
tidak sesuai dengan rukun mud}a>rabah dalam mensyaratkan keuntungan yaitu 
tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk bagi hasil, perhitungan bagi hasil 
berdasarkan keuntungan yang di dapat. Karena keuntungan yang akan diperoleh 
belum diketahui jumlahnya. Oleh kerana itu, maka pembagian hasil berdasarkan 
presentase bukan berdasarkan jumlah tertentu. 
 
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Mud}a>rabah pada Simpanan 
Sukarela Berjangka (Si Suka) di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 
Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera  cabang Cukir. 
Lembaga Keuangan Syariah melakukan penghimpunan dana berupa 
tabungan, deposito, dan giro dengan akad yang sesuai syariah, yaitu Wad>iah dan 
Mud}a>rabah. Dalam menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpun 
dana, Lembaga Keuangan Syariah memberikan hadiah kepada nasabah 
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Ahmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 73. 
 



































penyimpan, baik berupa hadiah promosi maupun hadiah bagi dana simpanan 
nasabah. 
Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka) di Koperasi Simpan Pinjam Dan 
Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir adalah 
simpanan untuk anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang 
yang aman dengan prinsip Mud{a>rabah, di mana anggota dapat menentukan 
jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi 
hasil sesuai nisbah yang berupa hadiah elektronik yang dituangkan dengan 
nominal. Dengan jangka waktu yang sudah di tentukan. 
Sayyid Sabiq mendefinisikan hadiah sebagai bentuk hibah yang tidak ada 
keharusan bagi pihak yang di beri hibah untuk menggantinya dengan imbalan.
3
 
Sementara itu menurut Wahbah Az-Zuhaili membedakan antara hibah, hadiah, 
dan sedekah meskipun semuanya merupakan bentuk pemberian.
4
 
Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.86/DSN-
MUI/XII/2012Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan 
Syariah adalah sebai berikut:
5
 
Ulama Hanafiah berpendapat bahwa hadiah boleh diterima oleh Muqridh 
sebelum utang qardh dibayar oleh Muqtaridh, akan tetapi yang terbaik adalah 
bahwa hadiah tersebut tidak diterima oleh Muqridh. 
                                                          
3
Sayyid Sabiq, Fiqh as- Sunnah 5, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta : Cakrawala 
Publishing, 2009), 58.  
4
Wahbah Az-Zuhaili, Fiqhul Islamy wa Awlaty, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, “Fiqh Islam 
5”, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 523. 
5
Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jakarta: Erlangga, 2011),86. 
 



































Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hadiah atas qardh 
tidak boleh (haram) diterima oleh Muqridh apabila hadiah diberikan oleh 
Muqtaridh dengan harapan agar Muqridh memperpanjang masa qardh-nya; dan 
Muqridh diharamkan pula menerima hadiah atas qardh tersebut. 
Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hadiah boleh diterima sebelum terjadi 
utang-piutang atas dasar akad qardh. 
Ketentuan terkait hadiahdi dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI 




1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada 
Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam 
bentuk uang. 
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, 
baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi. 
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang 
mubah/halal 
4. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS 
yangbersangkutan, bukan milik nasabah. 
5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi 'ah, maka hadiah 
promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi'ah. 
6. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama 
syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba. 







































7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah 
ditentukan oleh LKS, penerima hadiah hams mengembalikan hadiahyang 
telah diterimanya. 
8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana PihakKetiga 
oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelahmemperhatikan 
pertimbangan Dewan pengawas Syariah.  
9. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakanLembaga 
Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi danhadiah atas Dana 
Pihak Ketiga kepadanasabah, berikutoperasionalnya. 
Mud}a>rabah disyariatkan dalam Islamuntuk mempermudah manusia. Sebab, 
kadang sebagian orang mempunyaimodal tapi tidak bisa mengembangkan modal 
yang ada, sementara yang laintidak punya modaltapi memiliki kemampuan untuk 
mengembangkan harta.Karena itu, Allah SWT membolehkan muamalah ini agar 
masing-masingdari keduanya saling mendapatkan manfaat.
7
 
  َوَاْْجََ  اَْهل  اْلع ْلم  َعَلى َجَواز اْلم َضاَربَة  ِف  اجْل مَلة  
“Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya Mud}a>rabah”.8 
Maka sudah selayaknya manusia membutuhkan orang lain 
untukmemenuhikebutuhan hidupnya, dalam hal bermuamalah. Oleh karena itu 
Allah SWTmenganjurkan agar setiap umat-Nya untuk saling tolongmenolong. 
                                                          
7
Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fiqih Sunnah, Terj. Achmad Zaeni Dachlan, ( Depok: Senja 
Media Utama, 2017), 637. 
8
Saiful Jazil, Fiqih Mu’amalah , (Surabaya: UINSA Press, 2014), 138. 
 



































Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat al-Maidah ayat 
(2)
9
 yang berbunyi: 
 َوٱتَـّق واْ ٱَّللٌََّۖ إ نَّ ٱَّللََّ 
ن ِۚ ِثۡ  َوٱۡلع ۡدوَٰ  َواَل تـََعاَون واْ َعَلى ٱإۡل 
 (٢) َشد يد  ٱۡلع َقاب  َوتـََعاَون واْ َعَلى ٱۡلب    َوٱلتـَّۡقَوٰىٌۖ
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dantaqwa,dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa danpelanggaran. Dan 
bertaqwalahkamu kepada Allah, sesungguhnyaAllah amat berat siksa-Nya” 
Adapun istilah mud}a>rabah atau qira}dh dikemukakan oleh para ulama 
dengan penjelasan yang berbeda-beda, adapun penjelasannya sebagai berikut: 
a. Menurut mayoritas fuqaha, mud}a>rabah yaitu akad antara dua pihak yang 
saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak 
lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari 
keuntungannya, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat – syarat yang 
telah ditentukan. 
b. Menurut Ulama Hanafiyah, akad mud}a>rabah yaitu akad perkongsingan 
dalam hal keuntungan, satu pihak sebagai pemilik harta (modal) dan pihak 
kedua pemilik jasa. 
c. Menurut Ulama Malikiyah, akad mud}a>rabah yaitu akad perwakilan, dimana 
pemiliki harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk 
dipergunakan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak). 
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Departemen Agama RI, Al-Quran danTerjemahannya, (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 85. 
 



































d. Menurut Ulama Syafi’iyah, akad mud}a>rabah yaitu akad yang menentukan 
seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan 
dan keduanya mendapat bagian dari keuntungan berdasarkan kesepakatan. 
e. Menurut Ulama Hanabilah, akad mud}a>rabah yaitu pemilik harta 
menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada yang berdagang 
bagian dari keuntungan yang diketahui. 
f. Menurut Sayyid Sabiq muda}a>rabah yaitu akad antara dua orang, salah satu 
pihak memberikan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan 




g. Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 
mud}a>rabah yaitu kerja sama antara pemilik modal atau penanam modal dan 
pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian 
keuntungan berdasarkan nisbah.  
Berdasarkan uraian para ulama tersebut, maka penulis menganalisis 
Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera 
Cabang Cukir menggunakan teori Mud}a>rabah menurut hukum Islam dan fiqh 
muamalah bahwa akad mud}a>rabah adalah akad kerja sama usaha di antara dua 
pihak dimana pihak pertama (s}a>h}ib al-ma>l) menyediakan seluruh (100%) modal, 
sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Secara mud}a>rabah , keuntungan 
usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila 
usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh 
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Sayyid Sabiq, Sulaiman Al-Faifi Ringkasan Fiqih Sunnah, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 
637. 
 



































pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si 
pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 
Apabila terjadi kerugian dalam akad mud}a>rabah, pemilik modal 
menanggung kerugian tersebut, yang dimaksud adalah kerugian finansial. 
Pengelola modal (mud}a>rib) menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan 
waktu dan tenaga yang telah dikeluarakan, tetapi tidak mendatangkan 
keuntungan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan, bahwa modal yang diberikan 
oleh s}a>h}ib al-ma>l adalah modal bukan manfaat seperti penyewa upah.11 
Rukun dan Syarat Mud}a>rabah, yaitu: 
1. Pemilik modal (sa>h}ib al-ma>l)dan pengelola modal (mud}a>rib).Syarat pihak 
yang melakukan akad 
a. Cakap menurut hukum. 
b. Ahli mewakilkan dan mewakili. 
c. Berakal dan baligh 
d. Muslim. 
2. Harta atau modal (al-ma>l) 
Syarat dari modal atau harta tersebut yaitu: 
a. Modal harus berbentuk uang. Dalam melakukan mud}a>rabah tidak boleh 
dengan modal yang berbentuk barang, dan harta yang bergerak ataupun 
harta yang tidak bergerak. Dalil jumhur ulama adalah apabila modal 
berbentuk barang maka ia mengandung unsur gharar (penipuan) karena 
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 Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah,  (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 93. 
 







































b. Jumlah modal harus diketahui oleh kedua belah pihak, jika besarnya 
jumlah modal tidak diketahu oleh kedua belah pihak maka mud}a>rabah 
tersebut tidak sah karena tidak ada kejelasan terhadap modal. 
c. Mud}a>rabah tidak sah apabila modal tersebut berbentuk utang, karena 
modal harus berbentuk uang tunai. 
d. Modal di serahkan seluruhnya kepada pengelola modal atau pekerja.13 
 
3. Pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba (al-‘amal). 
Adapun syarat al-‘amal yaitu: 
a. Pekerjaan harus berbentuk perdagangan. Maksudnya adalah pekerjaan 
yang mendatangkan keuntungan. 
b. Pihak pemilik modal tidak mempersulit pihak pengelola modal dalam 
melakukan perdagangannya. 
4. Keuntungan(ribh).14 
Mengenai keuntungan maka disyaratkan sebagai berikut: 
a. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk 
satu pihak. 
b. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentasedari jumlah 
modal yang telah di investasikan, melainkan keuntungannya setelah di 
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 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Adillatuluhu Jilid V Terjemah Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema 
Insani, 2011), 482. 
13
Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 163. 
14
Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Jakarta: Attahiriyah, 1976) 
 



































potong besarnya modal. Disyaratkan juga bahwa proporsi atau 
presentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak 
termasuk modal. 
c. Keuntungan masing – masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah 
nominal, jika ditentukan dalam jumlah nominal maka pemodal telah 
mengambil untung tertentu dari sebuah usaha yang untung dan rugi nya 
belum jelas dan ini akan membawa kepada riba. 
d. Dalam pembagian nisbah ditentukan dengan presentase, misalnya 
50%:50%, 60%:40% dan seterusnya. Penetuan presentase tidak harus 
mengingat dengan bilangan tersebut. Jadi jika nisbah (bagi hasil) tidak 
ditentukan pada saat akad berlangsung, maka masing – masing pihak 
memahami dalam pembagian keuntungan yang akan di bagi secara sama, 
karena dalam aturan umum perhitungan adalah kesamaan.
15
 
e. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, 
misalnya Rp 2.000.000, Rp 6.000.000 dan seterusnya. Karena 
keuntungan yang akan diperoleh belum diketahui hasil jumlahnya. 
5. Ijab dan Qabul. Penyertaan Ija>b dan Qabu>l harus dinyatakan oleh para 
pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan akad dengan 
meperhatikal hal – hal sebagai berikut: 
a. Penawaran dan penerimaan harus secara ekspliti menunjukan tujuan 
akad. 
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
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Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 73.  
 



































c. Akad dituangkan secara tertulis atau menggunakan cara – cara 
komunikasi modern. 
Menurut Sayid Sabbiq rukun mud}a>rabah adalah ijab dan kabul yang keluar 
dari orang yang memiliki keahlihan. Sedangkan syarat mud}a>rabah menurut 
Sayyid Sabiq adalah modal tunai, modal diketahui, kentungan dibagi untuk 
pelaku modal dan pemodal dengan presentase, mud}a>rabah bersifat mutlak 
pemodal tidak boleh membatasi pelaku untuk berbisnis ditempat tertentuatau 
syarat-syarat semacamnya. Demikian pendapat yang dikemukakan Imam Malik 




Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017, 
yang ditetapkan pada tanggal 19 September 2017 tentang Akad Mud}a>rabah, 
dijelaskan pada ketentuan umum pasal 1 bahwasannya Mud}a>rabah adalah akad 
kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (malik/sa>h}ib al-ma>l) yang 
menyediakan seluruh modal dengan pengelola modal (‘amil/mud}a>rib) dan 
keuntungan usaha dibagi diantar mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam 
akad.
17
 Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 115/DSN-
MUI/IX/2017 tentang ketentuan terkait nisbah bagi hasil dalam pasal 6 sebagai 
berikut: 
1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan 
secara jelas dalam akad. 
2. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad. 
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Sayyid Sabiq, Sulaiman Al-Faifi Ringkasan Fiqih Sunnah, (Depok: Redaksi Senja, 2017), 637. 
17Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jakarta: Erlangga, 2011), 115. 
 



































3. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal 
atau angka presentase dari modal usaha. 
4. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka 
presentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh 
salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan bagi 
hasil usaha mud}a>rabah. 
5. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai dengan kesepakatan. 
6. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.18 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rukun dan 
syarat Mud}a>rabah pada Simpanan Sukarela Berjangka di Koperasi Simpan 
Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir 
belum sesuai dengan ketentuan hukum akad Mud}a>rabah dan dalam Fatwa Dewan 
Syariah Nasional MUI No. 115/DSN-MUI/IX/20172000 tentang Mud}a>rabah 
yang sudah dijelaskan di atas. Sebab dalam Koperasi Simpan Pinjam Dan 
Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir pada layanan 
produk Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka) keuntungan nya belum diketahui 
jumlahnya. Maka dari itu pembagian bagi hasil tersebut berdasarkan presentase 
bukan berdasarkan jumlah tertentu. 
Analisis hukum islam terhadap akad Mud}a>rabah yang diterapkan oleh 
Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera 
Cabang Cukir pada layanan produk Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka) 
tersebut menjadi fasid (rusak). Fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun 







































akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Suatu akad dapat 
dikatakan fasid apabila mengandung sifat yang tidak jelasdan dilarang oleh 
syara’. 
Ketidaksahannya dapat disebabkan karena suatu akad tersebut tidak sesuai 
dengan praktiknya yang terjadi di lapangan. Suatu akad dikatakan fasid (rusak) 
apabila mengandung unsur yang tidak jelas dan dilarang oleh syara’. 
Yang menyebabkan rukun dan syarat mud{a>rabah tidak terpenuhi pada 
simpanan suka rela berjanga (sisuka) terletak pada rukun dan syarat keuntungan 
(ribh), yaitu: 
1. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk 
satu pihak. 
2. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentasedari jumlah modal 
yang telah di investasikan, melainkan keuntungannya setelah di potong 
besarnya modal. Disyaratkan juga bahwa proporsi atau presentase 
pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal. 
3. Keuntungan masing – masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah 
nominal, jika ditentukan dalam jumlah nominal maka pemodal telah 
mengambil untung tertentu dari sebuah usaha yang untung dan rugi nya 
belum jelas dan ini akan membawa kepada riba. 
4. Dalam pembagian nisbah ditentukan dengan presentase, misalnya 
50%:50%, 60%:40% dan seterusnya. Penetuan presentase tidak harus 
mengingat dengan bilangan tersebut. Jadi jika nisbah (bagi hasil) tidak 
ditentukan pada saat akad berlangsung, maka masing – masing pihak 
 



































memahami dalam pembagian keuntungan yang akan di bagi secara sama, 
karena dalam aturan umum perhitungan adalah kesamaan.
19
 
5. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, misalnya 
Rp 2.000.000, Rp 6.000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan yang akan 
diperoleh belum diketahui hasil jumlahnya. 
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Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 73.  
 






































Dari hasil penelitian yangtelah dilakukan penulis. Adapun kesimpulan 
dalampenelitian ini sebagai berikut: 
1. Akad pada Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka) di Koperasi Simpan 
Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Umma Sejahtera Cabang 
Cukir yaitu menggunakan akad mud{a>rabah, dengan nisbah yang telah 
ditentukan oleh pihak koperasi tersebut, dan pihak nasabah akan 
mendapatkan bagi hasil hadiah langsung yang berupa barang yang 
diserahkan di awal setelah akad dilakukan.  
2. Praktik pada Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka) di Koperasi Simpan 
Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang 
Cukir pihak nasabah akan mendapatkan hadiah dari nisbah bagi hasil 
produk simpanan sukarela berjangka (si suka) dalam jangka waktu 6 bulan. 
Yang di maksud hadiah disini yaitu pemberian nisbah bagi hasil yang 
diserahkan di awal setelah akad yaitu berupa hadiah barang elektronik yang 
berbeda – beda sesuai dengan jumlah nominal yang di titipkan pihak 
anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT 
Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir. 
3. Analisis Hukum Islam pada Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka) di 
Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat 
 



































Sejahtera Cabang Cukir hukumnya batal karena kurang sesuai yaitu tidak 
terpenuhinya rukun mud{a>rabah, dalam menghitung laba atau hasil nya 




Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis memberikanbeberapa 
saran, sebagai berikut: 
1. Dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina 
Ummat Sejahtera Cabang Cukir diharapkan dapat menerapkan akad 
mud{a>rabah dengan sebenarnya sesuai ketentuan-ketentuan yang ada 
seperti penggunaan akad harus jelas agar tercapai visi misi yang telah 
dicantumkan, serta agar nasabah mengetahui prinsip syariah yang 
sebenarnya. 
2. Diharapkan Dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah 
BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir lebih meningkatkan 
pembenahan konsep mud{a>rabahsecara umum agar sejalan dengan teori 
mud{a>rabahdalam penentuan akad untuk pembiayaan yang diajukan oleh 
nasabah. 
3. Sebaiknya Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Bina 
Ummat Sejahtera Cabang Cukir ada baiknya melakukan penyempuranaan 
prosedur bagi hasil yang sudah diterapkan selama ini sesuai dengan 
landasan syariah yang sudah ada. 
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